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PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA

NoMoR 3 teHuN zots

TENTANG

PEDOMAN PEI,,AKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TORA"IA UTARA

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI TORA"'A UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 13

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tentang Kode Etik Pega.wai Negeri Sipil dan
Ketentuan Peraturan Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
perlu penegakan disiplin dan kode etik Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara;

b. bahwa pertimbangan

dimaksud dal,am huruf a di atas, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Toraja Utara.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Iembaran Negaxa Republik Indonesira Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582),
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagr

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan

Perceraian Bagr Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3a2al;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a263)4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L4t, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa9l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 74,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);
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Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OtT
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor Tahun 2OLT

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60371;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 61);

10. Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 5 Tahun 2Ot6
tentang Disiplin Jam Kery'a Bagr Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor S)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati
Tora.ia Utara Nomor 30 Tahun 2}lg tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara
Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Disiplin Jam Keq'a
Bagr Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2Ol8 Nomor 3O);

11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 46
Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tora.ia Utara.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerinta.h Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas
otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun Lg4S.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tora.ia Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

6, Badan l(epegawaian Pendidikan dan pelatihan yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daeratr.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tora-ia Utara.

8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah yang
telah memenuhi syarat yang dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diseratri tugas Negara

lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu
peraturan perundang-undangan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintah Daerah.

10. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk
menaati kewqjiban dan menghindari larangan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak

ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

1 l. Disiplin jam keda adalah ketaatan kehadiran PNs

terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan

apel pagi.
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12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan
atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban

dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.

13. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau
dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat,
ceramah, diskusi melalui telepon, radio, televisi,

rekaman atau alat komunikasi lainnya.

14. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau
perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan
maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan
dan lain-lain yang serupa dengan itu.

15. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yarrry dirjatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin
PNS.

17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dljatuhkan kepadanya berupa
keberatan atau banding administratif.

18. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat

yang berwenang menghukum kepada Atasan
Pejabat yang berwenang menghukum.

19. Banding Administratif adalah upaya administratif
yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang

menghukum, kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian.

20. Pejabat yang ber"wenang menghukum adalatr Pejabat

yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman

disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin.
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21. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum

adalah atasan langsung dari Pejabat yang

berwenang menghukum.

2z.Ttrl Penyelesaian Masalah Disiplin PNS addah Tim

yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan

kajian terhadap permasalahan dugaan pelanggaran

disiplin sedang/berat untuk memberikan

rekomendasi penyelesaian kepada Bupati

Toraja Utara.

23. Cuti Pegawai Negeri sipil yang selaqiutnya disebut

denga.n Cuti adalah keadaan tidak masuk keqja yang

diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

24.Kode Etik Pegawai, Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut Kode Etik addah pedoman

sikap, tingkah liaku, dan perbuatan Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di dalam

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya

sehari-hari.

25. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah

lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang

bertugas melakukan penegakarr pelaksanaan serta

menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh PNS.

26. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku,

perbuatan, tulisan dan ucapan PNS yang

bertentangan dengan butir-butir kode etik.

27. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,

atau pengucilan yang langsung atau tak langsung

didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar

agarna, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik, yang berakibat pengurangan'

penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia

dankebebasandasardalamkehidupanbaik
individual maupun kolektif dalam bidang politik,

ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek

kehidupan lainnYa.
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28. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan
persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung
jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan
rasa memiliki Organisasi PNS dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

29. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kode etik.

30. Pelapor adalah seseorang karena hak atau
kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan harus memberitahukan kepada
pejabat yang benvenang tentang telah dan/atau
sedang adanya peristiwa pelanggaran disiplin dan
kode etik.

31. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan
disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang
untuk menindak PNS yang telatr melakukan
pelanggaran disiplin dan kode etik.

32. Saksi adalah seseorang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan
pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia
alami sendiri.

33. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
disampaikan kepada p{abat yang berwenang tentang
sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran disiplin
dan kode etik.

34. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan
dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh

pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang

berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan
pelanggaran disiptn dan kode etik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedomart

teknis bagr pejabat dan PNS yang berkepentingan
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dalam melaksanakan penegakan disiplin dan

pengamalan kode etik PNS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku juga bag Calon

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan

peq'anjian keda (PPPK).

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penegakan disiplin dan pengamalan kode etik PNS

bertujuan untuk:
a. meningkatkan fungsi pembinaan disiplin dan kode

etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau
PNS yang berkepentingan;

b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan
tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi,
berbangsa dan bernegara;

d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan

tugas dan suasana ke{a yang harmonis dan
kondusif;

e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang
profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik KKN; dan

f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup disiplin PNS meliputi:

a. kewajiban dan larangan;
b. disiplin jam ke{a;
c. hukuman disiPlin;
d. perijinan dan pelaporan perkawinan dan

perceraian; dan
e. kode etik PNS;

(2) Ruang lingkup kode etik PNS meliputi:

a. kode etik dalam bernegara;

b. kode etik dalam berorganisasi;

c. kode etik dalam bermasYarakat;
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d. kode etik terhadap diri sendiri; dan
e. kode etik terhadap sesama PNS.

BAE} III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

Setiap PNS wajib:
a. mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. mengucapkan sumpah/ janjijabatan;
c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Pemerintah;

d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengaMian, kesadaran,
dan tanggungjawabi

f. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah
dan martabat PNS;

g. mengutamakan kepentingan negara dari pada
kepentingan sendiri, seseoran g dan / atau golongan;

h. memegang rahasia jabatan yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan;

i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara;

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan a.tau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil;
k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam keda;

1. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
rn. menggunakan dan memelihara barang-barang milik

negara dengan sebaik-baiknya;
n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat;
o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
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p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan karier; dan

q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh

Pejabat Y {Lg berwenang.

Bagtan Kedua

l,atangart

Pasal 7

Setiap PNS dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan

keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan

menggunakan kewenangan orang lain;

c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau

bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga

atau organisasi internasional;

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing'

atau lembaga swadaya masyarakat asing;

e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan'

menyewakan, atau meminjamkan barang-barang

baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau

surat berharga milik negara secara tidak sah;

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat,bawahan,atauoranglaindidalammaupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tduan untuk

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain'

yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan negara;

g. memberi atau menyanggupi akan memberi

sesuatu kepada siapapun baik secara langsung

atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk

diangkat dalam jabatan ;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa

saja dari siapapun juga yang berhubungan

dengan jabatan dan / atau pekerjaannya;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya

baik secara verbal maupun non verbal;

melakukan suatu tindakan atau tidak

melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak

yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian

bagi yang dilaYani;
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k. menghalangi bedalannya tugas kedinasan;

1. memberikan dukungan kepada calon

presiden/wakil Presiden, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daeratr Frovinsi

dan daerah Kabupaten/Kota), dengan cara:

f . ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan

menggunakan atribut partaiatau atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan

PNS lain; dan/atau
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan

fasilitas negara;

m. memberikan dukungan kepada calon

Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon selama masa kampanye;

dan/atau
2. mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjasi peserta pemilu sebelum, selama dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

ajakan himbauan, serua$, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;

n. memberikan dukungan kepada cdon artggota

Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daeratr (meliputi daerah

Provinsi dan daeratr Kabupaten/Kota) denga.n cafa

memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu

TarrdaPendudukatauSuratKeterartgan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-

undangan; dan

o. memberikan dukungan kepada calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah

ProvinsidandaerahKabupaten/Kota),dengancara:
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk

mendukungcalonKepalaDaeratr/WakilKepala
Daerah;

2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan

jabatan dalam kegiatan kamPanYe;
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3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

BAB IV
DISIPLIN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pNS

di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada

Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhad.ap pNS guna
mentaati ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan
apel pagi dan pengisian daftar hadir di lingkungan
Perangkat Daerah masing-masing.

(3) Di setiap lingkungan Perangkat Daeratr dapat
ditunjuk petugas yang tugas fungsinya membidangi
kepegawaian sebagai pengelola jarn kerja dan
absensi.

(4) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
daerah.

Bagian Kedua

Hari dan Jam Kerja

Pasal 9

(1) Hari kerja umum bagr PNS yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 6 (enam) hari
keda.

(2) Jumlatr jam kerja umum efektif dalam 6 (enam) hari
ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

U
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sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
dengan pengaturan sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30-

14.00 WITA;

b. hari Jumat, pukul 07.30-11.30 WITA;

c. hari Sabtu pukul 07.30-14.00 WITA;

(3) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), setiap
Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pag
yang diikuti seluruh PNS, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. apel pagi dilaksanakan pada pukul O7.3O WITA;

dan
b. khusus Perangkat Daerah dalam wilayah

Rantepao selain Kecamatan Rantepao
melaksanakan apel pagl setiap hari Senin di
halaman kantor Bupati Toraj Utara;

(a) Pelaksanaan apel sore diatur lebih lanjut oleh Kepala
Perangkat Daerah disesuaikan dengan karakteristik
tupoksinya masing-masing.

(5) Perubahan pengaturan jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan terkait
adanya hari besar keagamaan atau cuti bersarna,
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 1O

(1) Setiap PNS wajib mentaati ketentuan Jam Kerja
sgfoagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2]r,

dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja.
(2) Setiap PNS wajib mentaati ketentuan apel pagi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3),

dengan mengisi daftar hadir apel pagr setiap hari
kerja di lingkungan Perangfl<at Daerah masing-
masing.

(3) Pengisian daftar hadir selain dilakukan secara

manual, setiap Perangkat Daerah wajib secara

bertahap untuk mengguna&iarl mesin Absensi Sidik

Jari atau jenis lainya.

Pasal 11

(1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, bagl Perangkat Daerah dengan
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spesifikasi dan karakteristik pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya terutama dalam fungsi
pelayanan langsung kepada masyarakat, dapat
menerapkan hari dan jam kerja khusus.

(2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daeratr yang

bersangkutan.
(3) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus

memperhatikan pemenrrhan jumlah jam kerja PNS,

termasuk pelaksanaan apel pagi dan apel sore.

(4) Penerapan hari dan jam kery'a khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
diberlakukan terhadap PNS yang melaksanakan
tugas jaga/shifi maupun terhadap PNS yang tidak
melaksanakan tugas ja$a/ shifi.

Pasal 12

(1) PNS hanya dibenarkan izrn tidak masuk keda
paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.

(2) PNS hanya diberikan izin untuk terlambat atau
meninggalkan kantor di luar kedinasan paling
banyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(21 diperhitungkan pula secara kumulatif dan
dikonversi 6,5 (enam koma lima) jam sama dengan 1

(satu) hari.
(41 lz:rrr lebih dari 3 (tiga) hari wajib mengajukan cuti.
(5) PNS yang izin lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak

mengajukan cuti, dikenakan hukuman disiplin.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang

tidak menaati dan/atau melanggar ketentuan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7,
merupakan pelanggaran disiplin.

(2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan pidana, perdata
maupun kode etik profesi dan pNS, hukuman
disiplin dijatuhkan kepada pNS yang melakukan
pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Contoh :

Seorang PNS diduga telah melakukan tindak
pidana dan diLakukan penahanan sehingga yang
bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan
negeri. Dalam hal demikian, meskipun yang
bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang
berwajib atas dugaan tindak pidana yang
dilakukan dan diberhentikan sementara dari
jabatan negeri, maka atasan Iangsung yang
bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan.
Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang
bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran
disiplin, maka yang bersangkutan diljatuhi hukuman
disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (21
dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan
secara tegas oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada pNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.

Bagran Kedua

fingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 14

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat;

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. teguran lisan;

\-
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b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama l(satu)

tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;
(4) Jenis hukuman' disiplin berat sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf c, terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d' pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai pNS; dan
e' pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pNS.

Bagran Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

paragraf 
1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

pasal 15

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggarari terhadap
kewajiban:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila,

Undang-unda'g Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun lg41, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud darram pasal
6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daeratr bersangkutan;

b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang_
undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daerah bersangkutan;

\-
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c. melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada pNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daeratr bersangkutan ;

d. menjunjung tinggr kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat pNS sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 huruf f, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada perangkat
Daeratr bersangkutan;

e. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada Perangkat Daerah bersangkutan;

yang menurut
perintah harus

dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasar 6
huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada perangkat Daerah bersangkutan;

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, danbersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i,apabil,a pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah bersangkutan;

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atauPemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada perangkat Daerah
bersangkutan;

i. masuk keq'a dan menaati ketentuan jam keg.a
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf k,
berupa:

1. teguran lisan bagi pNS yang tidak masuk kerj.a
tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari
kerja;
Contoh a

f. memegang

sifatnya
rahasia jabatan

atau menurut

\-
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Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda

golongan ruang ltlla, jabatan pelaksana yang

bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan

yang sah selama 6 (enam) hari kerja antara

bulan Januari sampai dengan April 2018' Dalam

hal demikian yang bersangkutan dijatuhi

hukumarrdisiplinringanberupategurarrlisan
oleh pejabat struktural eselon III di lingkungan

unit kedanya.

Contoh b

Seorang PNS dengan pangfuat Penata Muda

golongan ruang lll/a, jabatan pelaksana, sejak

bulan Januari sampai dengan April 2018 yang

bersangkutan sering terlambat masuk ke{a
dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang

sah. Setelah dihitung secara kumulatif
jumlahnya menjadi 39 (tiga puluh sembilan) jam

kerja, dan dikonversi sama dengan 6 (enam) hari
tidak masuk keda, karena 6L /z (enarrr setengah)

jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak
masuk keq'a. Dalam hal demikian PNS tersebut
dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran
lisan oleh pejabat struktural eselon III di
lingkungan unit kerjanya.

2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yffig sah selama 7 (tujuh) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja;

Contoh:
Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang lll/a, jabatan pelaksana, yang

bersangkutan sebelumnya telatr dijatuhi
hukuman disiplin berupa teguran lisan karena

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama

6 (enam) hari kerja dari bulan Janua.ri sampai

dengan April 2018. Kemudian antara bulan Mei

sampai dengan Juli 2018 yang bersangkutan

tidak masuk keda lagi tanpa alasan yang sah

selama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal demikian

telah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk kerja

tanpa alasan yang sah menj adi 7 (tujuh) hari

keda, maka yang bersangkutan dijatuhi

\-'
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hukuman disiplin yang lebih berat menjadi

hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis
oleh pejabat struktural eselon III di lingkungan
unit kerjanya.

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS

yang tidak masuk keda tanpa dasan yang sah

selama 1 1 (sebelas) sampai dengan 15 (lima

belas) hari keq'a;

Contoh:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda
golongan ruang lll/a, jabatan pelaksana, yang

bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi
hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama

7 (tujuh) hari kerja. Kemudian antara bulan

Agustus sampai dengan November 2Ol8 yang

bersangkutan tidak masuk kerja lagt tanpa

alasan yang sah selama 4 (empat) hari keda.

Dalam hal demikian telah dikumulatifkan,
jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

menjadi 11 (sebelas) hari kerja. Dalam hal

demikian yang bersang[utan diiatuhi hukuman

disiplin ringan berupa penyataan tidak puas

secara teftulis oleh pejabat struktural eselon III

dilingkungan unit kerjanYa'

j. menggunakan dan memelihara barang-barang

milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 hunrf m, apabila

pelanggaranberdampaknegatifpadaPerarrgkat
Daeratr bersangkutan;

k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakatsebagaimarradimaksuddalamPasal6
huruf ll, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangart;
l.membimbingbawatrarrdalammel.aksarrakantugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o'

apabita pelanggaran dilakukan dengan tidak

sengaja;

m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 6 huruf p, apabila
dilakukan dengan tidak sengaja; dan
menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan
oleh Pejabat yang
dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada perangkat

Daerah bersangkutan.

Pasal 16

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) dijatuhi bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:

a. mengucapkan sumpah/janji pNS

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabitra
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

b. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 huruf b, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

c. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 huruf c, apabitra pelanggaran berdampak negatif
bagi Pemerintah Daerah;

d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagoimana dimaksud datam pasal 6
huruf d, apabila pelangga.ran berdampak negatif bagi
Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan tugas kedinasan yang
kepada PNS dengan penuh penga.bdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud daLam

Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi Pemerintah Daerah;

f. menjunjung tinggi kehormatan negara,

Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila
pelanggaran berdampak nega.tif bagi Pemerintah

Daerah;
g. mengutamakEur kepentingan negara daripada

kepentingan sendiri, seseorang' dan/atau golongan

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
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E, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
Pemerintah Daerah;

h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h,

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
Pemerinta.h Daerah;

i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara

sebagaimana dimaksud dal,am Pasal 6 huruf i,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi

Pemerintah Daerah;
j. melaporkan dengan segera kepada atasannya

apabila rnengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau

Pemerintah terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam ke{a
sebagaimana dinraksud dalam Pasal 6 huruf k
berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala seliama 1

(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas)

sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

Contoh :

Seorang PNS dengan Penata Tingkat I golongan

ruang lllld,jabatan Kepala Sub Bagian (eselon

IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah

dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa

pernyataantidakpuassecaratertuliskarena
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama

11(sebelas)harikerjadaribul'anJanuarisampai
dengan Febuari 2OL8' Kemudian antara bulan

Maret sampai dengan April 2018 yang

bersangkutan tidak masuk kerja lagt tanpa

alasan yang sah seLama 5 [ima) hari ke{a'

Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk

keda tanpa alasan yang sah menjadi 16 (enam

belas) hari kerja. Dalam hal demikian yang
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bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang

lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang

berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama

I (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II di

lingkungan kerjanYa.

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)

sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Contoh :

Seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat

I golongan mang III/d, jabatan Kepala Sub

Bagian (eselon IV). Yang bersangkutan

sebelumnya telah dljatuhi hukuman disiplin

berupa penundaan kenaikan g4ii berkala selama

1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 18 (delapan belas) hari
kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan

April 2018. Kemudian antara bulan Mei sat'npai

dengan Juli 2Ol8 yang bersangkutan tidak
masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama

6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatifkan,
jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang

sah menjadi 24 (dua puluh empat) hari keda.

Dalam ha1 demikian yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin yang lebih berat menjadi
hukuman disiplin sedang berupa penundaan

kenaikan pangkat selama I (satu) tahun oleh

pejabat struktural eselon II.
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tatrun bagi PNS yang tidak

masuk kerja tanpa al,asan yang sah selama 26

(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh)

hari kerja. Contoh:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat

I golongan ruEulg III/d, jabatan Kepala Sub

Bagian (eselon IV). Yang bersangkutan

sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin

berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1

(satu) tahun karena tidak masuk ke{a tanpa

alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat)

v



hari kerja dari mulai bulan Januari sampai Juli
2Ot8. Kemudian antara bulan Agustus
sampai dengan Desember 2018 yang

bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa
alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk
ke{a tanpa alasan yang sah menj adi 29 (dua
puluh sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian
yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin

lcbih berat menjadi hukuman disiplin
tr*fi
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sedang berupa penurunan pangkat setingkat

lebih rendah sel;ama 1 (satu) tahun oleh pejabat

yang berwenang menghukum yaitu Bupati

selaku PPK.

1. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1,

apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya mencapai 25o/o (dua puluh lima persen)

sampai dengan 5Oo/o (lima puluh persen);

m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah

Daerah;

n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf tl, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o,

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

p. memberikan kesempatan kepada bawaharr untuk

mengembangkan karier sebagai:nana dimaksud

dalam Pasal 6 hurrf P, apabila pelanggaran

dilakukan dengan sengaja; dart

q. mentaati peraturan kedinasan yarrug ditetapkan

oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf Q, apabila

pelanggaran berdampak negatif bag Pemerintah
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Pasal 17

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewqiiban:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila,
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun r94s, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud daram
Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi pemerintah dan/atau negara;

b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud daram pasal 6
huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi pemerintah daorr / atau negara;

c. melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada pNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagr
pemerintah dan/atau negara;

d. menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat pNS sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 huruf f , apabilapelanggaran berdampak negatif bagr
pemerintah dan/atau negara;

e. mengutamakan kepentingan negara dari pada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau
golongan PNS sebagaimana dimaksud daram pasar
6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi pemerintah dan/atau negara;

f. memegang rahasia jabatan yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasar 6
huruf h, apabila pelanggaran berdampak
negatif foagi pemerintah dan/atau negara;

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i,
apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi pemerintah dan/atau negara;

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya
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1.

apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal O huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negatif bagr pemerintah dan/atau
negara;

masuk keq'a dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf k
berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun bagr pNS yang tidak
masuk kerj'a tanpa alasan yang sah selama 31
(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh
lima) hari kerja; Contoh:
Seorang pNS dengan pangkat pembina Tingkat I
golongan ruang lV /b, jabatan Kepala Bagian
(eselon III.A). yang bersangkutan sedang
meqialani hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah seliama I (satu)
tahun dari pembina Tingkat I golongan ruang
IV /b menjadi pembina golongan ruang ly /aterhitung mulai tanggal 10 Maret 2OlT sampai
dengan 9 Maret 2}lg, karena tidak masuk ke{a
tanpa alasan yang sah selama 2g (dua puluh
delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai
dengan Febuari 2olg. Kemudian antara bulan
Maret sampai dengan April 2}lg yang
bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa
alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja.
Setelah dikumulatilkan jumlah tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga
puluh empat) hari keq.a. Dalam hal
demikian, yang bersangkutan dljatuhi
hukuman disiplin yang Iebih berat menjadi
hukuman disiplin berat berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun oleh Bupati selaku ppK. Karena
hukuman ini sifatnya bertanjut, maka
penurunan pangkat setingkat Iebih rendah
selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai

v
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perpanjangan masa hukuman, bukan
diturunkan lagr pangkatnya menjadi Penata

Tingkat I golongan ruang lll/d. Dengan

demikian, PNS tersebut hanya menjalani masa
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat

setingkat Iebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke

depan dalam pangkat Pembina golongan ruang
IY /a.

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah bagt PNS yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 36 (tiga puluh enam)

sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
Contoh:
Seorang PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I
golongan ruang IV /b, jabatan Kepala Bagian
(eselon III.A). Yang bersangkutan sedang
menjalani hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)

tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b menjadi Pembina golongan ruang ly /a
karena tidak masuk kerja selama g4 (tiga
puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah
dari bulan Januari sampai dengan April 2018.
Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli
2018 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi
tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari
kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak
masuk keda tanpa alasan yang sah meqjadi
40 (empat puluh) hari kerja. Dalam hal
demikian, yang bersangkutan d{jatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat menjadi hukuman
disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari

Kepala Bagian pejabat struktural eselon III.A

menjadi Kepala Bidang eselon III.B oleh Bupati

selaku PPK. Karena yang bersangkutan

dljatuhi hukuman disiplin yang Iebih berat,

maka hukuman disiplin yang sedang dijalani

yaitu berupa penurunan pangkat setingkat

\.
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lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap
selesai, sehingga pangkatnya kembali ke
pangkat semula yaitu Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b.

3. pembebasan dari jabatan ba$ pNS yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 4l (empat puluh satu) sampai
dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
Contoh:
Seorang PNS dengan pangkat pembina Tingkat I
golongan ruang lV /b, Kepala Bagian (eselon
Ill.A). Yang bersangkutan sedang menjalani
hukuman disiplin berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah karena tidak masuk kerja selama 40
(empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah
dari bulan Januari sampai dengan Juli 201g.
Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan
Oktober 2Ol8 yang bersangkutan tidak masuk
kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4
(empat) hari kerja. Setelah dikumu}atifkan,
jumlah tidak masuk kerja tanpa nlesan yang sah
menjadi 44 (empat putuh empat) hari kerja.
Dalam hal demikianr Jlong bersangkutan
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat
menjadi hukuman disiplin berat berupa
pembebasan dari jabatan oleh Bupati
selaku PPK.

4. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai pNS bagi pNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selam a 46
(empat puluh enaml hari kerja atau lebih;
Contoh:

Seorang PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I
golongan ruang lV /b, jabatan Kepala Bagian
(eselon Ill.A) Yang bersangkutan sedang
menjalani hukuman disiplin berupa
pembebasan dari jabatan karena tidak masuk
kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja
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tanpa alasan yang sah dari bulan Januari
sampai dengan Oktober 2018. Kemudian antara
bulan November sampai dengan Desember 2018
yang bersangkutan tidak masuk keq'a lagi tanpa
alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja.
Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat
puluh tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian,
yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin
yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat
berupa pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Bupati
selaku PPK.

j. mencapai sasaran kerja pegawai :Pasal 6 huruf l,
apabila pencapaian sasaran keda pada akhir tahun
kurang dari 25%o (dua puluh lima persen); Contoh:

k. menggunakan dan memelihara barang-barang
milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah
dan/atau negara;

l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf 11, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan menaati peraturan
kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat ytrLg

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi pemerintatr dan/atau negara

Paragtaf 2

Pelanggaran Terhadap L,arangan

Pasal 18

Hukuman disiplin ringan sebagaimana maksud dalam

Pasal L4 ayat (2) diiatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakart, atau meminjamkan barang-barang

baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau

surat berharga milik negara secara tidak sall



\-

\-

sebagaimana dimaksud dalam pasal T huruf e,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah bersangkutan;

b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang tain di dalam
maupun di luar lingkungan keq'anya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara rrangsung atau tidak langsung
merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf f, apabil,a pelanggaran berdampak
negatif pada Perangkat Daerah bersangkutan;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal T huruf i,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengqja;

d. melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi
yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. menghaLangi berjalannya tugas kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z huruf k,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 19

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud daam

Pasal 14 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:
a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang-barang

baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau

surat berharga milik negara secara tidak sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e,

apabila pelanggaran berdampak negattf pada

Pemerintah Daerah;

b. melakukan kegiatan bersama dengan atasaft, teman

sejawat, bawatran, atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan

tujuanuntukkeuntunganpribadi,golongan,atau
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pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada Pemerintah Daerah;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i,

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

d. melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi

yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. menghalangi bedalannya tugas kedinasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Pemerintah Daerah;

f. memberikan dukungan kepada calon

Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (meliputi daerah Frovinsi dan daerah

Kabupaten/Kota) dengan cara ikut serta sebasai

pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye

dengan menggunakan atribut partai atau atribut

PNS, sebagai peserta kampanye dengan

mengerahkan PNS lain., sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf I angka 1, angka 2 dan

ang!<a 3);

g. memberikan dukungan kepada calon

Presiden/Wakil Presiden dengan cara

mengad.akan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang

menjadi peserta pemilu sebelum, selama' dart

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan'

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang

kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya'

anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angfa 2);

h. memberikan dukungan kepada calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah atau cdon Kepala

\-
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tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;
c. disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;

2. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai pNS; dan

3. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.

4. Struktural Eselon II, untuk jenis hukuman:
a. disiplin ringan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

b. disiplin sedang berupa:
l. penundaan kenaikan gaji berkala selama I

(satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;
c. disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rend.ah
selama 3 (tiga) tahun;

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendatr:

3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS.

5. Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia,

untuk jenis hukuman:
a. disiplin ringan berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

b. disiplin sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama I

(satu) tahun;
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2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 {satu) tahun;
c. disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah:

3. pembebasan dari jabatan;

4. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan

5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.

6. Fungsional Umum Golongan Ruang lY/a sampai
dengan Golongan Ruang lY /c, untuk jenis hukuman:
a. disiplin sedang berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu)

tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;
b. disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tatrun;

2. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan

3. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS.

7. Struktural Eselon II ke bawah, untuk jenis hukuman:
a. disiplin sedang berupa:

1. penundaan kenaikan gqii berkala selama 1

(satu) tatrun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;
b. disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun;
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2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah:

3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS.

8. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan penyelia ke
bawah, untuk jenis hukuman:
a. disiplin sedang berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;
b. disiplin berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah:

3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS.

9. Fungsional Umum Golongan Ruang III/d ke bawah,

untuk jenis hukuman:
a. disiplin sedang berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun; dan

3. penurunan pangfl<at setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun;

b. disiplin berat beruPa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun;

2.pemindahandalamrangkapenurunarrjabatart
setingkat lebih rendah:

3. pembebasan dari jabatan;

U
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4. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan

5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.

Paragraf 2
Sekretaris Daerah

Pasal 23

Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
1. staf Ahli Bupati dan Asisten sekretaris daerah, untuk

jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Kepala Bagran di lingkungan Sekretariat Daeah, untuk
jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

3. Direktur Rumah sakit umum Daerah (RSUD) pongtiku
dan Camat, untuk jenis hukuman disiplin ringan
berupa:

a. teguran tertulis;
b. teguran tidak tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di
lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman
disiplin ringan berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
5. Fungsional Umum Gologan Ruang III/c dan Golongan

Ruang III/d di lingkungan Sekretriat Daeratr, untuk
jenis hukuman disiplin ringan:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

6. Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah,

untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)



tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun;
7. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana

Lanjutan di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk
jenis hukuman disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gqii berkala selama I (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun;
8. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/c sampai

dengan Golongan Ruang In/b di lingkungan
sekretariat Daerah untuk jenis hukuman disiplin
sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gqii berkala selama 1 (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.

Paragraf 3
pejabat Struktural Eselon III

Pasal 24

Asisten Sekretariat Daerah/Inspektur/sekretaris Dewan
Perakilan Rakyat Daerah/Kepala Dinas/Kepala
Badan/Kepala Satuan polisi pamong prqia/Ditcretur
RSUD menetapkan penjatuhan hukuman disiplin basr
PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural Eselon III di ringkungan setiap perangkat

Daerah, untuk jenis hukuman disiprin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan peneyelia di
Linkungan setiap perangkat Daerah, untuk jenis
hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

3. Fungsional Umum Golongan Ruang lll/ c dan
Golongan Ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin ringan berupa:

;
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a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tida puas secara tertulis

4. Struktural Eselon IV dan pejabat yang setara
dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
ringan berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun;
5. Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana

Lanjutan di lingkungannya, untuuk jenis hukuman
disiplin sedang berrrpa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun;
6. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/c sampai

dengan Golongan Ruang lll/b di lingkungannya

untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gqii berkala selama I (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.

Paragraf 4

Pejabat Struktural Eselon III

Pasal 25

Camat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi

PNS yang menduduki jabatan:

1. Sekretaris Kecamatan, untuk jenis hukuman disiplin

ringan beruPa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Sruktural Eselon IV di lingkungan Kecamatan untuk

jenis hukuman disiptin ringan berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

C
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3. Lurah di Hngkungan Kecamatan masing_masing
untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;4' Fungsional Tertentu Jenjang pertama dan pelaksana
I"anjutan di fingkungan Kecamatan untuk jenishukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;5. Fungsional Umum Golon
dengan Gorongan *ur,i*rrrll*5, 

-{:ffi
Kecamatan untk jenis hukuman disipUn ringanberupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;6' Fungsional Tertentu Jenjang peraksana danPelaksana pemula di lingkungan Kecamatan, untukjenis hukuman disiplin sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkata selama I (satu)
tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1
tahun;

7 . Fungsional Umum Golongan Ruang II/ a

(satu)

dan
Golongan Ruang ll/b di lingkungan Kecamatan,
untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gqji berkala selama 1 (satu)

tatrun; dan

b. penundaan kenaikan pangkatselama 1 (satu)

tahun.
Pasd 26

Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu

pada Inspektorat, menetapkan penjatuhan hukuman

airipUn bagi PNS yang menduduki jabatan :

1. Struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing

unit ket1a, untuk jenis hukuman disiplin ringan

beruPa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

\,,



c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
2. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana

L,anjutan di lingkungan masing- masing unit keq'a,
untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

3. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/c sampai
dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-
masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin
ringan berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. Fungsional Tertentu Jenjang pelaksana dan
Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing
unit keq'a, untuk jenis hukuman disiplin sedang
berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun.

5. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan
Golongan Ruang lUb di lingkungan masing-masing
unit kerja, untuk jenis hukuman Disiptin Sedang
berupa:

a. penundaan kenaikan gqji berkala selama 1 (satu)
tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.

Pasal2T

Sekretaris pada Dinas/Badan menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1. Kepala Bidang di lingkungan masing-masing

Perangkat Daerah, untuk jenis hukuman disiplin
ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Struktural Eselon IV di lingkungan unit kerjanya,

\.-



lrntuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

3. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan pelaksana

Lanjutan di lingkungan unit kerl'anya, untuk jenis
hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/c sampai
dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan unit
kerl'anya, untuk jenis hukuman dieiplin ringan
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pemyataan tidak puas secara tertulis;

5. Fungsional Tertentu Jenjang pelaksana dan
Pelalsana Pemula di unit keq'anya,
untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun;
6. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan

Ruang n/b di unit kerjanya, untuk jenis
hukuman disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat

tahun.
Pasal 2E

1 (satu)

Kepala Bagran pada Sekretariat Daerah/Sekretariat
Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, Kepala Bidang pada

Dinas/Badan, Kepala Bagian Tata Usaha/ Kepala Bidang

pada RSUD, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS yang mendudukijabatan:
l. Struktural Eselon IV dan pejabat yang setara di

lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis

hukuman disiplin ringan beruPa:

a. teguran lisan;



b. teguran tertulis; dan
c. pemyataan tidak puas secara tertulis;

2. Fungsional Tertentu Jenjang pertama dan pelaksana
tanjutan di lingkungan masing-masing unit kerja,
untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

3. Fungsional Umum Golongan Ruang II/c sampai
dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing_
masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin
ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan
Golongan Ruang II/b di lingkungan masing_masing
unit ke4'a, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang
berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu)
tahun; dan

b, penundaan kenaikan pangkat selama I (satu)
tahun.

Pasal 29

Sekretaris Kecamata
hukuman disiprin o"* fr. r"ilTHH,*rlil'#n*
l. Struktural Eselon IV di lingkungan Kecamatan,

untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Fungsionat Tertentu Jenjang pertama dan
Pelaksana Lanjutan di lingkungan Sekretariat
Kecamatan, untuk jenis hukuman disiplin ringan
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. peraryataan tidak puas secara tertulie;

3. Fungsional Umum Golongan Ruang II/c sampai
dengan Golongan Ruang lll/b di lingkungan
Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman disiplin

I

I
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ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan
Golongan Ruang II/b di lingkungan Sekretariat
Kecamatan, untuk jenis hukuman disiplin sedang
berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.
Pasal 30

Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi
PNS yang menduduki jabatan:
1 Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi, untuk

jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan
Golongan Ruang ll/b di lingkungan Kelurahan,
untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. tegu.ran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c, pemyataan tidak puas secara tertulis;

3. Fungsional Umum Ruang l/a sampai
dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan
Kelurahan, untuk jenis hukuman disiplin sedang

berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.
Pasal 31

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Badan/Dinas,

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS

yang menduduki jabatan :

l.Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT/UPTD, untuk
jenis hukuman disiplin ringan berupa:



a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan
Pelaksana Pemula di lingkungan UPT/UPTD, untuk
jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pemyataan tidak puas secara tertulisl

3. Fungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan
Golongan Ruang ll/b di lingkungan UPT/UPTD,
untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

4. Fungsional Umum Golongan Ruang lla sampai
dengan Golongan Ruang l/d di lingkungan
UPT/UPTD, untuk jenis hukuman disiplin sedang
berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.
Pasa] 32

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat
Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah/ Inspektorat/ Dinas/Badan/Kecamatan,menetapk
an penjatuhan hukuman disiplin bagt pNS yang
menduduki jabatan:
1. Fungsional Tertenttr Jenjang Pelaksana dan

Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing
unit ke{a, untuk jenis hukuman disiplin ringan
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

2. Fungsional Umum Golongan Ruang. ll/a dan
Golongan Ruang II/b di tingkungan masing-masing
unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin ringan
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan



c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
3. Fungsional Umum Golongan Ruang lla sampai

dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-
masing unit keq'a, untuk jenis hukuman disiplin
sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu)

tahun; dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun.
Pasal 33

Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Seksi pada
Dinas/Kecamatan/ Kelurahan, menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
1. Fungsional Tertentu Jenjang pelaksana dan

Pelaksana Pemula di lingkung:rnmasing-masing
unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin ringan
berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Fungeional Umum Golongan Ruang ll/a dan
Golongan Ruang II/b di lingkungan masing_masing
unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin ringan
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

3. Fungsional Umum Golongan Ruang l/a sampai
dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-
masing unit kerja, untuk jenis hukuman disiplin
sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun; dan
b, penundaan kenaikan pangkat selama I (satu)

tahun.

Bagran Kelima
Kewajiban Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 34
(l) Pejabat yang berwenang menghukum wajib

menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang

terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai



U

dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut
dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2!,, sama dengan jenis hukuman disiplin
yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, juga
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
tidak berlaku apabila Pejabat yang benrenang
menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah
dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 35

(1) Apabila tidak terdapat pejabat yffig benuenang
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan
hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang
lebih tinggr.

(21 Apabila Pejabat yang bemrrenang menghukum
memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari pNS

yang melakukan pelanggaran disiplin, maka
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi
kewenangan pejabat yartg lebih tinggi dan memiliki
Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari pNS

yang melakukan pelanggaran disiplin.
(3) Apabita dalam lingkungan Perangkat Daerah

tidak terdapat Pejabat yang berwenang
menghukum, atau Pejabat yang berwenang
menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah
dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara
berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah
dan Bupati selaku PPK.

(4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam
lingkungan Kelurahan tidak terdapat Pejabat yang

berwenang menghukum atau Pejabat yang

berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang

\-
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lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan
Camat, Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku PPK.

Bagian Keenam
Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

(1) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap
dugaan pelanggaran disiplin pNS dilakukan secara
hierarki di masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Untuk lingkup UPT/UPTD/Sekolah Negeri tetap
melakukan pemanggllan dan pemeriksaan terhadap
dugaan pelanggaran disiplin pNS di lingkungan
instansinya, selanjutnya berkas hasil pemeriksaan
dimaksud disampaikan secara hirarki ke kepala
Perangkat Daerah di Instansi induknya.

(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 kembali melakukan
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dugaan
pelanggaran disiplin pNs dan apabila terbukti wajib
menjatuhkan hukuman disiplin sesuai
kewenangannya.

(a) Hasil pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan dan
penjatuhan hukuman disiplin apabila terbukti
sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan disertai
berkas pendukung secara lengkap ke Bupati selaku
PPK melalui BKPP.

(5) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi
kewenangan Bupati selaku PPK, proses administrasi
terkait pemanggilan dan pemeriksaan PNS yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan
oleh BKPP.

Patagraf 2
Pemanggilan

Pasal 37

(1) Sebelum melakukan pemanggilan, Kepala Perangkat

Daerah memerintahkan pejabat yang ada di

u
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bawahnya dengan pangkat dan golongan ruang
minimal sama dengan PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin berdasarkan Surat perintah

Untuk Melakukan Pemeriksaan, dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran A
Peraturan Bupati ini.

(2) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung
atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan
pemeriksaan, surat panggilan dimaksud dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
la.mpiran B Peraturan Bupati ini.

(3) Pemanggilan kepada pNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin ditakukan paling lambat 7
(tujuh) hari keda sebelum tanggal

(a) Apabila pada tanggal yang
bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari keqja
sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan

pertama.diperiksa pada
(5) Dalam menentukan tanggal dalam

surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua
harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk
menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.

(6) Apabila pada tanggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pNS yang
tidak hadir juga maka pejabat yang

hukuman

yang

disiplin
yang ada

menghukum menjatuhkan
berdasarkan alat bukti dan
tanpa dilakukan
Contoh:
Seorang PNS dengan jabatan fungsional Arsiparis
Pelaksana, pangkat pengatur Tt<. I golongan ruang
Il/d, diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk
mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang
diduga dilakukan, PNS tersebut dipanggil oleh atasan
Langsungnya secara tertulis pada tanggal 6 Oktober
2017 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal
14 Oktober 2OL7, tetapi yang bersangkutan tidak
hadir pada tanggal 14 Oktober 2017, maka pada
tanggal 14 Oktober 2O1Z atasan



melakuksn kedua aecara tertulis
kepada yang untuk hadir dalam
pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2017.
Apabila pada tanggal 22 Oktober 2017 pemeriksaan
pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak juga
hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat
bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan

Paragraf 3

Pasal 38

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah pNS
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin benar atau
tidak melalukan disiplin, dan untuk
mengetahui faktor yang atau yang

PNS tersebut melakukan pelanggaran
disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari
pelanggaran disiplin tersebut.

Pasal 39

(1) Sebelum PNS diiatuhi hukuman disiplin setiap
ataaan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk Berita Acara (BAP),
dibuat menurut contoh tercantum
daLam Lampiran C Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk

hukuman disiplin kepada PNS
tersebut merupakan kewenangan

atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan
langsung tersebut wajib
disiplin;
pejabat yang lebih tinggi, maka atasen langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai
berita acara pemeriksaan dan laporan kewenangan
penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dal,am lampiran D

hukuman



Peraturan Bupati ini.
Contoh:

Seorang PNS dengan pangkat Pengatur golongan
ruang II/c jabatan fungsional umlim, diduga telah
melakukan pelanggaran disiplin. Setelah diperiksa
oleh atasannya Kepala Seksi (eselon IV.A), ternyata
hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat
sedang. Dalam hal demikian, karena kamenangan
untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat
sedang merupakan kewenangan Kepala Bidang
(eselon III.B) atau pejabat yang lebih tinggi, maka
Kepala Seksi tersebut membuat laporan hasil
pemeriksaan kepada Kepala Bidang atau pejabat
yang lebih tinggi disertai dengan berita acara
pemeriksaannya.

Kepala Bidang atau pejabat yang lebih tinggi,
sebelum menjatuhkan hukuman disiplin
berdasarkan Berita Acara dapat
meminta keterangan dari orang Lain.

(4) Hasil pemeriksaan dan/atau Surat penahanan dari
pihak berwajib, aparat penegak hukum lainnya dan
unsur pengawasan dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan atau
melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap pNS
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(5) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena
diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan tidak
dapat disetujui untuk pindah ke perangkat Daerah
atau instansi lain.

(6) Alih tugas atau perpindahan PNS
dimaksud pada ayat (S) hanya dapat
dipertimbangkan dengan alasan untuk pemenuhan
kebutuhan organisasi, kondusivitas keg.a atau
alasan lain yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

pasal 40

(1) Penanganan petranggaran disiplin ya g ancanran
hukumannya berupa jenis hukuman disiplin
sedang dan hukuman disiplin berat



dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (1) serta
kewenangan penetapan penjatuhan hukuman
disiplin oleh Bupati selaku PPK
dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan secara
teknis oleh BKPP.

(2) Untuk pelanggaran dieiplin yang ancaman
berupa jenis hukuman disiplin

sedang dan hukuman disiplin berat
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), dapat
dibentuk Tim Pemeriksa.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
paling sedikit terdiri dari:
a. kepala Perangkat Daerah yang bersangkuAn

dan/atau Atasan Langsung,
b. unsur Inspektorat,
c. unsur BKPP, dan/atau pejabat lainyang ditunjuk.

(4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetepkan dengan Keputusan Bupati selaku ppK
dan secara operasional ditindaklanjuti dengan
Pembentukan Tim pemeriksa oleh Sekretaris Daerah,
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lempiran peraturan Bupati ini.

(5) Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang
bertugas sampai dengan adanya keputusan yang sah
tentang terbukti atau tidalotya dugaan
disiplin yang telah dilakukan pNS.

(6) Anggota Tim Pemeriksa harus memiliki ,Golongan
Ruang sama atau lebih
diperiksa.

(7) Apabila atasan langsung dari pNS yang diperiksa
terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan pNS
tersebut, maka yang mer{adi anggota Tim pemeriksa
adalah atasan yang lebih tinggi secara berjeqjang.

(8) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (71, secara berjenjang adalah pejabat di
lingkungan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah dan
Bupati selaku PPK.

(9) Khusus Kelurahan, atasan yang lebih tinggr
dimaksud pada ayat (Zl, secara

berjenjang adalah pejabat di lingkungan
Kelurahan, Camat, Sekretaris Daerah dan Bupati
selaku PPK.

tinggi dari PNS yang



Pasal 41

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksa

atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat
meminta keterangan dari orang Lain, dengan maksud
untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan
dalam upaya mer{amin objektivitas dalam pemeriksaan.

Pasal 42

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, pNS yang
diduga melakukan disiplin dan
kemungkinan akan dljatuhi hukuman disiplin
tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa, dibuat menurut contoh
Keputusan Pembebasan Sementara
tercantum dalam Lampiran F peraturan Bupati ini.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
dimaksud pada ayat (l), berlaku

sampai dengan diterq.pl€nnya keputuaan hukuman
disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ter4p masuk ke{a dan diberikan hak
kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak ada atau teg'adi kekosongan,
maka sementara dari jabatannya
dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

(5) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), secara bedenjang adalah pejabat di
lingkungan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah dan
Bupati selaku PPK.

(6) Khusus Kelurahan, atasan yang lebih tingg
dimaksud pada ayat (41, secara

beg'enjang adalah Pejabat di lingkungan
Kelurahan, Camat, Sekretaris Daerah dan Bupati
selaku PPK.

(7) Agar pelalsanaan tuga.s organisasi tetap berjalan
sslqgaimana mestinya, maka selama PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan
sementara dari tugas dan jabatannya, diangkat



Pejabat Pelaksana
ketentuan peraturan

Harian (PLH)

Pasal 43

(l) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2), harus ditandatangani oleh
Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Apabila aAJ isi berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menurut
pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan
apa yang diucapkannya, maka PNS yang diperiksa
memberitahukan hal tersebut kepada pemeriksa dan
pemeriksa wajib memperbaikinya.

(3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(4) Apabila terjadi hal sslagaimana dimaksud pada ayat
cukup

ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan
catatan dalam berita acara pemeriksaan tersebut
bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan.

(5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto
kopi berita acara
dimaksud pada ayat (1).

Paragral 4
Pertatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 44

(1) Penjatuhan disiplin pada prinsipnya
bersifat pem , yakni untuk memperbaiki dan
mendidik PNS yang metrakukan pelanggaran disiplin
agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal,

tidak mengul,angi pelanggaran tersebut dan berusaha
untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai
peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan
pelanggaran disiplin.

(2) Format contoh Keputusan Penjatuhan Hukuman

(3), maka berita acara

i

i

Disiplin oleh pejabat yang dibuat
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menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pasal 40,
telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin,
Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
yang dilakukan.

(2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
keputusan Pejabat yang ber-wenang menghukum
dan dalam keputusan tersebut harus menyebutkan
pelanggaran yang dilakukan oleh pNS yang
bersangkutan.

(3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi
kewenangan Bupati selaku ppK, proses administrasi
terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap pNS

yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti
melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh
BKPP.

Pasal 46

(1) Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dirjatuhkan
didasarkan pada pelanggaran yarr1 dilakukan, dan
penjatuhan hukuman tersebut tidak harus dilakukan
secara berjenjang.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum
menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari

dengan teliti hasil pemeriksaan, dan
memperhatikan dengan seksama faktor yang

mendorong atau menyebabkan PNS melakukan
pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran

disiplin tersebut.
(3) Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat

yang berwenang menghukum harus

mempertimbangkan dengan seksama faktor yang

mendorong atau menyebabkan PNS melakukan

pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran

disiplin tersebut.

U



\.,

Contoh :

Seorang PNS telah melakukan penggetapan barang-
barang milik Negara berupa alat tuts kantor (ATK)
untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar
Pasal 3 angka 13) yang pelanggarannya berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan.
Sehingga oleh pejabat yang berwenang menghukum
dapat d{jatuhkan hukuman disiplin sedang. Dengan
demikian, berdasarkan hasil pertimbangan pejabat
yang ber"wenang menghukum maka :

a. apabila yang bersangkutan baru pertama kali
melakukan perbuatan tersebut dan terpaksa
melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang
mendesak, maka pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun.

b. apabila yang bersangkutan melakukannya
karena untuk mencari keuntungan pribadi atau
memperkaya diri, maka dapat diberikan
hukuman disiplin tingkat sedang berupa
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama
dapat dliatuhkan jenis hukuman
berbeda, dengan mendasarkan

disiplin
pada

yang

hasil
pertimbangan terhadap fiaktor yang mendorong dan
dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan
ternyata melakukan beberapa pelanggaran
disiplin, kepadanya hanya dapat diljatuhi 1 (satu)
jenis hukuman disiplin yang terberat setelah
mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang
dilakukan.

Contoh:

Seorang PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I
golongan ruang llllb, jabatan Kepala Sub Bagian
(eselon IV.a). Yang bersangkutan tidak masuk keq'a

v
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tanpa keterangan yang sah selama 8 (delapan) hari
kerja yang menurut ketentuan PP Nomor 53 Tahun
2010 harus dijatuhi hukuman disiplin berupa
teguran tertulis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh
atasan langsungnya ternyata di samping tidak
masuk kerja, juga terbukti melakukan pelanggaran

disiplin berupa melakukan perceraian dengan istri
tanpa izrn dari pejabat yang berwenang yang
menurut ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo pp

Nomor 45 Tahun 1990 harus dijatuhi salah satu
hukuman disiplin tingkat berat. Dalam hat
demikian, PNS tersebut dljatuhi salah satu jenis
hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap
mempertimbangkan tidak masuk kerjanya.

(6) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang
sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin
dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat
dalam tingkat hukuman disiplin yang sama, dari
hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan
kepadanya.

Contoh:

Seorang PNS dengan golongan ruang III/b
pada tahun 2009 melakukan pelanggaran
disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak
negatif terhadap unit kerja. Yang bersangkutan telah
dirjatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran
tertulis, kemudian pada tahun 2010 mengulangi
perbuatan yang sama. Dalam hal demikian, PNS

tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin yang
lebih berat yaitu berupa pernyataan tidak puas

secara tertulis oleh pejabat yang berwenang

menghukum.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

tidak berlaku bagr pelanggaran disiplin terkait
kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam

kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.

(8) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua)

kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

\-
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Pasal 47

Untuk pel,anggaran disiplin terkait kewajiban masuk
kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, Pasal 16 huruf k, dan
Pasal 17 huruf i, jumlah tidak masuk kerja PNS tanpa
alasan yang sah tidak dihapus dan tetap
diakumulasikan dalam tatrun bedalan, walaupun PNS

bersangkutan telah menjalani hukuman ytrtg dijatuhkan
kepadanya, dan jumlah tidak masuk kerja tersebut
dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin
dengan tingkatan lebih tinggi.

Pasal 48

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran
lisan oleh Pejabat yang benrenang menghukum kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan

tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan
kepada PNS yar,g melakukan pelanggaran disiplin
oleh Pejabat yang berwenang menghukum,
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

b. teguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas
sebagai hukuman disiplin;

c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau
tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada hurt.f b, bukan
merupakan hukuman disiplin.

Pasal 49

Dalam penjatuhan hukuman disiplin bempa teguran

tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum

kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan

tetap melalui proses pemanggiLan dan pemeriksaan

kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

oleh Pejabat yang berwenang menghukum,

\-



sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
b. teguran tertulis yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas
sebagai hukuman disiplin; dan

c. teguran tertu[s yang tidak dilakukan melalui proses
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan,/atau tidak
dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan
merupakan hukuman disiplin.

Pasal 5O

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pernyataan
tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang
menghukum kepada pNS yang melakukan
pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan

tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
oleh Pejabat yang menghukum,
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati ini;

b. pemyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada pNS yang
melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan
secara tegas sebagai hukuman disiplin; dan

c. pernyataan yang tidak dilakukan
melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf
b, bukan merupakan hukuman disiplin.

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa
penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun,
perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun, masa penundaan kenaikan gaji berkala
bagi PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama I
(satu) tahun penuh, terhitung mulai tanggal kenaikan
gaji berkata yang bersangkutan seharusnya dapat
dipertimbangkan; dan
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b. kenaikan gaji berkala bagr PNS yang dijatuhi
hukuman dapat diproses pada periode kenaikan gaji

berkala di tahun €Lrrggaran berikutnya terhitung
setelah masa berakhirnya hukuman.

Pasal 51

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,
perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,
masa penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang

dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1

(satu) tahun penuh, terhitung mulai tanggal kenaikan
pangkat yang bersangkutan seharusnya dapat
dipertimbangkan;

b. kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman
dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan
pangkat di tahun berikutnya terhitung setelah masa
berakhirnya hukuman; dan

c. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak
dihitung untuk masa kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 52

Dalam penjatuhan hukuman disiplin bempa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,
perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun, masa penurunan kenaikan pangkat bagi

PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk
selama 1 (satu) tatrun penuh;

b. penurunan pangkat bag PNS disertai dengan

perubahan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangart;

c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat

PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali

kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum

dljatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan

hak-hak kepegawaiannYa;

d.. masa keda selama masa berlakunya hukuman

\-.
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tidak dihitung sebagai masa keda kenaikan pangkat.
e. kenaikan pangkat berikutnya bagr pNS yang

bersangkutan baru dapat dipertimbangkan seterah
PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali
pada pangkat semula atau pangkat sebelum
diiatuhkannya hukuman disiplin.

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penumnan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun, masa penurunan kenaikan pangkat bagi
PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk
selama 3 (tiga) tahun penuh;

b. penurunan pangkat bagt pNS disertai dengan
perubahan hak kepegawaiannya sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat
PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembari
kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum
diiatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan
hak kepegawaiannya;

d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak
dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat; dan

e. kenaikan pangkat berikutnya bag pNS yang
bersangkutan baru dapat dipertimbangkan setelah
PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali
pada pangkat semula atau pangkat sebelum
dijatuhkannya hukuman disiplin.

Pasal 53

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa
penurunan jabatan setingkat lebih rendah, perlu
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa

penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan
jabatan yang lebih rendah dan kompetensi PNS yang

bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan

yang ditentukan;
b. PPK segera menetapkan keputusan tentang

\-
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pengangkatan dalam jabatan baru yang telah
ditentukan sesuai dengan kompetensi dan
persyaratan jabatan serta harus segera dilantik dan
diambil sumpahnya;

c. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan
berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman
disiptin;

d. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan
tuiangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang
didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. bagr PNS yang dirjatuhi hukuman disiplin
tersebut baru dapat dipertimbangkan kembali
dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1

(satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin;

f. pengangkatan kembali dalam jabatan satu
tingkat lebih tingg sebagaimana dimaksud pada
huruf e, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam
jabatan yang lebih rendah dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional
tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
fungsional tertentu setingkat lebih rendah:
L. tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan

jabatannya;

2. Bupati selaku PPK segera menetapkan keputusan
tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang
telah ditentukan;

3. diberikan tunjangan jabata.n berdasarkan jabatan

baru yang didudukinya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

4. jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum

diturunkan jabatannya tetap dimiliki oleh PNS

yang bersangkutan;
5. baru dapat dipertimbangkan kembali dalam

jabatan semula paling singkat 1 (satu) tatrun

setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman

disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan

dengan menggunakan angt<a kredit yarLg dimiliki

U



sebelum diturunkan jabatannya;
6. angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja

dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah
diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat
kembali dalam jabatan yang semula atau jabatan
sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin; dan

7. kenaikan jabatan setingkat lebih tings setelah
yang bersangkutan diangkat kembali dalam
jabatan semula atau jabatan sebelum
diliatuhkannya hukuman disiplin, baru dapat
dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan
menjalani masa jabatan semula atau jabatan
sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin paling
singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa
pembebasan dari jabatan, perlu memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:
a. selama dibebaskan dari jabatan, pNS yang

bersangkutan masih tetap menerima penghasilan
sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan;

b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa
pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat
kembali dalam suatu jabatan setelah pNS yang
bersangkutan paling singkat I (satu) tahun setelah
dibebaskan dari jabatannya; dan

c. pengangkatan kembali dalam suatu jabatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi terhadap pNS yang
bersangkutan selama dalam masa pembebasan dari
jabatan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa1 55

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang diiatuhi hukuman
disiplin tersebut diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

\-
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Pasal 56

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai pNS, bagi
PNS yang diiatuhi hukuman disiplin tersebut tidak
diberikan hak pensiun.

Paragraf 5
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiptin

Pasal 57

(1) Pada prinsipnya diupayakan agar penyampaian
keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh
Pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum
berhalangan, maka penyampaian keputusan
hukuman disiplin dapat dflakukan oleh pejabat lain
ytrtg ditunjuk.

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2l1, harus menduduki Jabatan dan
memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari
pada PNS yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara
tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum
atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pNS yang
dliatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan
kepada pejabat instansi terkait.

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
paling lambat 14 (empat bel,as) hari kerja sejak
keputusan ditetapkan.

(3) Penyampaian secara tertutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yakni penyampaian surat
keputusan hanya diketahui oleh pNS yang
bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta
pejabat lain yang terkait.

(4) Pejabat lain yang terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), harus menduduki Jabatan dan
memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari
pada PNS yang bersangkutan.
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Pasal 59

(l) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis
untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin,
dibuat menurut contoh Surat Panggilan sebagaimana
tercantum dalam lampiran R Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal PNS yang dljatuhi hukuman disiplin tidak
hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman
disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada
yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang
diketahui dan tercatat di satuan kerjanya.

Bagian Ketujuh

Upaya Administratif

Paragraf I
Umum

Pasal 6O

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif.

Paragraf 2

Umum

Pasal 61

(1) Hukuman disiplin yeurLg dapat diajukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, adalah hukuman
disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

dan
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

yang d[jatuhkan oleh Pejabat yang berwenang

menghukum.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), adalah hukuman disiplin yang

penjatuhannya merupakan kewenargan Bupati selalu
PPK.

Pasal 62

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, adalah hukurnan

disiplin berat yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK,

berupa:



a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan

b. pemberhentian tidak dengan hormat sebrgSi pNS.

Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif

Pasal 63

(1) Keberatan sebagaiman4 dimaksud dalam Pasal 60, diajukan
secara tertulis kepada Atasan Pg'abat yang berwenang
menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan
tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang
menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian
pada Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan
bertugas.

(2) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka

waktu 14 (empat beLas) hari kdender, terhitung mulai
tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS

yang bersangkutan untuk diterima.
(3) Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang

bersangkutan sebagaisl4n4 dimaksud pada ayat (2), adalah

tanggal penerimaan surat yang dicatat oleh Perangkat Daerah

tempat Atasan Pejabat yang benvenang menghukum
bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirimkan
melalui pos.

(4) Keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana

ditetapkan pada ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak

ditindakl,anjuti.
(5) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak

dapat disetujui untuk pindah ke Perangkat Daerah atau

instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap'

Pasal 64

(1) Pejabat yang benrenang menghukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas

keberatan yang diajukan oleh PNS bersangkutan'

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

disampaikansecaratertuliskepadaAtasanPejabatyang
berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari

kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima



tembusan surat keberatan,
(3) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib

mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS
yang bersangkutan dalam jangka waktu 2 t (dua puluh satu)
hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan
menerima surat keberatan.

(4) Sebelum 2l (dua puluh satu) hari kerja, pejabat pada BKpp
yang membidangi penegakan disiplin pegawai berkoordinasi
dengan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tentang
keberatan atas hukuman disiplin.

(5) Apabila dalam jangka wat11u sglqgaim€ma dimaksud pada
ayat (21, Pejabat yang berwenang menghukum tidak
memberikan tanggapan atas keberatan, maka Atasan pejabat
yang berwenang menghukum mengambil keputusan
berdasarkan data yang ada.

(6) Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan
keputusan, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat
yang berwenang menghukum, pNS yang dijatuhi hukuman
disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 65

(1) Dalam hal Atasan Pdabat yang berwenang menghukum
memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada,
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat
memperkuat, memperingan, atau
membatalkan hukuman disiplin yang d{jatuhkan oleh Pejabat
yang berwenang menghukum.

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang

berwenang menghukum, dibuat menurut contoh Keputusan

sebagaimana tercantum dalam lampiran S Peraturan Bupati
ini.

(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan

mengikat, yakni tidak dapat dia.iukan keberatan dan wajib

dilaksanakan.
Pasal 66

(1) Apabita dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja

Atasan Pejabat yarg berwenang menghukum tidak



mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan, maka
keputusan Pejabat yang berwenang menghukum batal demi
hukum.

(2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yar,ry

batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian
pada Perangkat Daerah, dibuat menurut contoh
Keputusan sebagaimana tercantum datram lampiran T
Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada pNS yang
dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan
kepada:
a. atasan pg'abat yang berwenang menghukum;
b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
c. pejabat lain yang terkait.

(3) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menduduki Jabatan
Struktural eselon IV.B.

Pasal 67

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya
lebih dari 2l (dua puluh satu) hari kerja dijatuhi hukuman
disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 68

(1) PNs yang dijatuhi hukuman disiprin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62, dapat mengajukan banding administatif
kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

(2) Mekanisme dan tata cara pengajuan banding administratif
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam pasal 62 mengajukan banding
administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g,
maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan
tetap masuk kerja melaksanakan tugas.

(2) Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pNS yang bersangkutan
harus mendapatkan izin dai Bupati selaku ppK, dengan
mengajukan surat permohonan, dibuat menurut contoh
Surat sebagaimana tercantum dalam la.mpiran dan



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk

masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan
Bupati selaku PPK dengan mempertimbangkan dampak
pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan
kerja yang ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut
contoh Keputusan sebagaimana tercantum Lampiran dan
merupakan brgian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(a) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding
administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas
melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan
yang dapat di$atuhi hukuman disiplin, maka Bupati selaku
PPK membatalkan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan
tugas bagi PNS tersebut.

(5) Bupati selaku PPK dapat mendelegasikan kewenangan
penandatanganan dan pembatalan izin untuk masuk kerja
dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Sekretaris Daerah.

(6) PNS yang mengajukan banding administratif tidak
diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan
persetujuan untuk pindah ke Perangkat Daerah atau instansi
lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7O

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62, dan tidak mengajukan banding administratif,

maka gaji berikut seluruh hak kepegawaiannya dihentikan

terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas)

keputusan hukuman disiplin diterima.

Bagiana KedelaPan

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban

Menjalani Hukuman Disiplin dan HakKepegawaian

Paragraf 1

Berlakunya keputusan Hukuman Disiplin

Pasal77

(1)HukumandisiplinyangdijatuhkanolehBupatiselakuPPK'
untuk jenis hukuman disiPlin:

a. hukuman disiPlin ringan, beruPa:



1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. hukuman disiplin sedang, berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun;

dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun;

c. hukuman disiplin berat, berupa:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

(tiga) tahun;
2. dalam rangka penurunan jabatan setingkat

lebih rendah; dan
3. pembebasan dari jabatan;

mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin
ditetapkan,

(2) Hukuman disiplin yang dljatuhkan oleh Bupati seLaku ppK,

untuk jenis hukuman disiplin berat berupa:
a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PNS; dan
b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,

mulai berlaku pada:

l. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman
disiplin diterima, apabila tidak diajukan banding
administratif; dan

2. tanggal keputusan atas banding

administratif, apabila diajukan banding administratif.

(3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah,

untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan

pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, mulai

berlaku pada:

a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman

disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan

b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan,

apabila diajukan keberatan.

(4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang

berwenang menghukum, untuk jenis hukuman disiplin

ringan berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan



c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin
ditetapkan.

Pasal 72

(1) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir
pada waktu penyampaian keputusan disiplin, maka
hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan
hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan
untuk diterima.

(2) Bukti penyampaian keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 59 ayat
(21, dibuat menurut contoh Berita Acara sebagaimana
tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin
dan Hak Kepegawaian

Pasal 73

(1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal
dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin
berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I

(satu) tahun; dan

d. penurunan pangkat setingkat lebih rendatr selama 3

(tiga) tahun;
dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas

upaya administratif diberhentikan dengan hormat

sebagai PNS.

(3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada

keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai

menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS.

(4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan

U



telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal
dunia, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.

(5) Dalam hal PNS yang sedang meng4iukan banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya
d{jatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan tidak hormat sebagai PNS, maka keputusan
pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang
berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan
hormat sebagai PNS.

Pasal 74

(1) Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasai 82
ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat {4l;, diberikan hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan
telah mencapai batas usia pensiun; dihentikan
pembayaran gqjinya sampai dengan ditetapkannya
keputusan banding administratif.

Bagian Kesembilan
Pendokumentasian Hukuman Disiplin

Pasal 75

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib
didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi
kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat PNS

bersangkutan bertugas, danf atau oleh pejabat pada

BKPP yang membidangi penegakan disiplin pegawai.

(2) Arsip dokumen penjatuhan hukuman disiplin sesuai

kewenangan Perangkat Daerah wqiib disampaikan ke

Bupati selaku PPK melalui BKPP paling lambat 14

(empat belas) hari sejak tanggal penyampaian keputusan

hukttman disiplin kepada PNS di lingkungan

instansinya.
(3) Setiap jenis hukuman disiplin yang dliatuhkan,

dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, dibuat

menurut contoh Kartu sebagaimana tercantum dalam

La.mpiran dan merupakal bagfan yang tidak terpisahhan

dari Peraturan BuPati ini.

\.-
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(a) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke Perangkat

Daerah lain atau pindah ke instansi Lain, mal<a kartu
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru

tempatnya bertugas.
(5) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu

bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang

bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan l,ain-Lain

Pasal 76

(1) Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat
rKeputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman
disiplin adalah bersifat Rahasia.

(2) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi
syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

Pasal 77

(1) Pelapor y€u1g mengetahui adanya dugaan pelanggaran
disiplin harus melaporkan secara tertulis kepada pejabat

berwenang dengan alasan yang sesuai ketentuan
peraturan pemndang-undangan dan dilampiri bukti
kongkrit.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibuat menurut contoh laporan sebagaimana

tercantum dalam l.ampiran dan merupakan bagian yang

tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan

disiplin tidak harus menindaklanjuti dan/atau

memproses laporan dugaan pelanggaran disiplin yang

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), serta laporan yang bersumber dari telepon,

sms, media ceta'klonline, atau l,aporan yang tidak

disertai dengan identitas resmi pelapor dan terliapor.

Pasal 78

Apabila dalam proses pembinaan terhadap dugaan
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pelanggaran disiplin yang dilakukan tidak ditemukan bukti-
bukti yang cukup kuat adanya pelanggaran disiplin, maka
pejabat berwenang membuat laporan yang menyatakan

bahwa dugaan pelanggaran disiplin tersebut tidak terbukti
dan melaporkan hasilnya secara hirarki kepada pejabat yang

lebih tinggi serta tembusan disampaikan kepada pejabat

terkait pelapor dan terlapor.

BAB IV

PERIZINAN DAN PELAPORAN PERKAWINAN

DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

(1) Pejabat yar:g berwenang memberikan iiin perkawinan
dan perceraian bagi PNS adalatr Bupati.

(2) Bupati dapat melimpahkan sebagian wewenan$tya
kepada Pejabat lain di lingkungan pemerintah
daerah untuk memberikan ijin perkawinan dan
perceraian bagi PNS.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

. Perkawinan

Pasal 8O

(1) PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib
memberitahukannya atau melaporkan secara tertulis
kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki
dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun seteLah

perkawinan itu dilangsungkan, dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yaurrg tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

juga bagr PNS yang teLah menjadi duda/janda yang

melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 81

(1) PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib

\-,



memperoleh izirr lebih dahulu dari Pejabat yang
berwenang.

(2) PNS wanita tidak diiiinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat dari PNS pria.

(3) PNS wanita yang akan menjadi istri
kedua/ketigalkeempat dari pria yang bukan PNS wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang

berwenang.

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (3), diajukan secara tertulis.

(5) Dalam surat permintaan izin sebaga.imana dimaksud
pada ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap
yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari
seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 82

(1) Setiap atasan yang menerima rJrn

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dari PNS dalam

lingkungannya wajib memberikan pertimbangan dan

meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang melalui

saluran hirarki dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) bulan terhitung mulai tanggal atasan PNS

tersebut menerima permintaan izin dimaksud'

(2) Pejabat yang menerima permintaan izin

dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan dengan

seksama alasan yang dikemukakan dalam surat

permintaan izin

bersangkutan,

dan pertimbangan dari atasan PNS yang

dan apabila diperlukan dapat meminta

ketentuan Peraturan

keterangan tambahan dari istri PNS Yang

izin dan/ atau pihak lain yang berkompeten'

Pasal 83

(1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat

disetujui, aPabila:

a. tidak bertentangan dengan ajaran

agama/keper c:ryrrarl yang dianut PNS

bersangkutan;

b. memenuhi sal'ah satu syarat alternatif dan seluruh

sYarat kumulatif;

c. tidak bertentangan dargan

perundang-undangan;

d. alasan Yang dikemukakan tidak bertentangan dengan
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akal sehat; dan
e. tidak terdapat indikasi dapat mengganggu

pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan
dalam surat keterangan atasan langsung pNS

bersangkutan, minimal pejabat Eselon IV.
(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai berikut:
a. istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang

sulit disembuhkan, sehingga tidak dapat memenuhi
kewqiiban sebagai istri baik secara biotogis rraupun
lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter dari rumah sakit pemerintah;

b. istri mendapat cacat badan dan penyakit lain yang
tidak dapat disembuhlcan, serta menderita penyakit
badan yang menyeluruh dan sulit disembuhkan, yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari
rumah sakit pemerintah; dan

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah
menikah paling kurang l0 (sepuluh) tahun, yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari
rumah sakit pemerintah,

(3) syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a. persetujuan tertulis dari istri/istri-istri, yang

disahkan oleh atasan pNS paling rendah pejabat
Eselon IV;

b. PNS bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup
untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-
anaknya, ymg dibuktikan dengan surat keterangan
P4jak Penghasilan (PPh Pasal 21) PNS tersebut; dan

c. Surat pernyataan/jaminan secara tertulis dari PNS
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
menjamin untuk berlaku adil kepada istri-istri dan
anak-anaknya.

Pasal 84

Permintaan izin beristri lebih dari seorang ditolak, apabila:

a. bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang

dianut PNS bersangkutan;
b. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh

syarat kumulatif;
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c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. alasan y,'tg dikemukakan bertentangan dengan akal
sehat; dan

e. terdapat indikasi dapat mengganggu pelaksana€ul tugas
kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan
atasan langsung pNS bersangkutan, minimal pejabat
Eselon IV.

Pasal 85

(1) PNS dan/atau pejabat ya',g melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal g0 ayat (1), pasal
81 ayat (1) dan ayat (3) dan pasat g2 ayat (1) dijatuhi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan
ketentuan peraturan perundang_undangan.

(21 PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat
dari pria pNS dijatuhi hukuman disiprin berat berupa
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pNs.

Bagan Ketiga
Perceraian

Paragraf 1

pNS Berkedudukan Sebagai penggugat

Pasal 86

(1) PNs baik pria maupun wanita yang akan melakukan
perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib
memperoleh

berwenang.
(2) PNs yang merakukan perceraian tanpa mendapatkan

izin terlebih dahuru dari pejabat yang berwenang,
dimana PNS bersangkutan berkedudukan sebagai
penggugat, diliatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Untuk memperoleh iiin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (u, PNs yang akan melakukan perceraian
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki.

(2) Dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dicantumkan alasan lengkap yang
mendasarinya.

inn lebih dahulu dari pejabat yang



Pasal 88
PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang
sah, yakni salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:

a. salralr satu pihak berbuat nneh, yong dibuktikan dengan:
l. putusan Pengadilan;

2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2
(dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat
perzinahan tersebut dan disahkan oleh Pg'abat setempat
minimal Camat; dan

3. perzinahan diketahui oleh sal,ah satu pihak (suami atau
istri) dengan tertangkap tangan, yang dalam hal ini
dituangkan dalam laporan perzinahan yang menguraikan
hal ikhwal perzinahan, dibuat oleh salah satu
pihak yang menangkap tangan suami atau istrinya yang
telah berzinah.

b. salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi
yang sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan:

l- surat pernyataan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2

(dua) orang saksi yang telah dewasa yarLg mengetahui
perbuatan tersebut dan disahkan oleh Pejabat setempat
minimal Camat; dan

2. surat keterangan dari dokter pemerintah atau polisi yang
menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang

bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau
penjudi yang sulit disembuhkan.

c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun
berturut-turut dengan tanpa ljin dan alasan sah serta hal lain

di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang dieahkan oleh

Pejabat setempat minimal Camat;

d. salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih

secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung, yang

dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetaP;

e. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah

tangga atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

lain yang dibuktikan dengan vi,sum et repettltn dari dokter

pemerintah; dan

f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

sehingga tidak lagi terdapat harapan untuk

hidup berumah tangga secara rukun yang dibuktikan dengan



surat penyataan Ketua Rt./Rw yang disahkan oleh pejabat
setempat minimal Lurah/ Kepala Desa.

pasal 89

Izin untuk perceraian hanya dapat diberikan, apabila:
a. tidak bertentangan dengan a,iaran agama/kepercayaan

yang dianut PNS bersangkutan;
b. memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88;
c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
d. alasan yang dikemukakan tidak bertentangran dengan akal

sehat.

Pasal 9O

(1) Permintaan izin perceraian ditolak, apabila:
a. bertentangan dengan 41'aran agama/kepercayaan yang

dianut PNS bersangkutan;
b. tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88;
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal

sehat.
(2) Permintaan izin tidak diberikan apabila didasarkan pada

alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan
atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai suami/istri.

Pasal 91

(1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk
melalukan perceraian wajib memberikan pertimbangan

dan meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang

melalui saluran hirarki, setelah sebelumnya memeriksa

kelengkapan berkas sebagai berikut:

a. surat pengantar berkas;

b. surat permohonan izin perceraian;

c. surat pernyataan pihak tergugat berrnaterai tentang

bersedia atau tidak untuk melakukan perceraian;

d. foto kopi akta nikah;
e. foto kopi SK pangkat terakhir dan atau SK jabatan
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terakhir;
f. bukti hasil permintaan keterangan (BAP), yffLg terdiri

dari :

- BAP penggugat

- BAP tergugat
g. kronologis kejadian; dan
h. surat pernyataan dari desa atau kelurahan.

(2) Pejabat berwenang yang menerima permintaan izin
wajib memperhatikan alasan yang dikemukakan PNS dan
peftimbangan yang disampaikan atasan PNS sebelum

mengambil keputusan dan/atau apabila diperlukan
meminta keterangan tambahan dari istri/suami PNS yang

mengajukan permintaan inn atau dari pihak lain yang

ber"kompeten.

(3) Pemberian atau penolakan bin kepada PNS untuk
melakukan perceraian ditetapkan dalam suatu keputusan
oleh Pejabat yang berwenang mengambil keputusan paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan
permintaan izin.

Pasal 92

Pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,
apabila yang bersangkutan lalai atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89,
Pasal 9 0 , dan Pasal 91 dalam mengambil keputusan
pemberian atau penolakan ijin kepada PNS untuk melakukan
perceraian.

Paragraf 2

PNS Berkedudukan Sebagai Tergugat

Pasal 93

(1) PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan
perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib

memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang

berwenang.

t2l Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan melakukan

perceraian harus memberitahukan secara tertulis adanya

gugatan dari suami atau istri melalui saluran hirarki
kepada Pejabat yang berwenang.

\-,
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(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah yang bersangkutan menerima gugatan
perceraian.

(4) PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat
keterangan dari Pejabat yang berwenang, dimana pNS
bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat, diiatuhi
hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 94

(1) Apabila telah melakukan perceraian maka pNS
yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat
yang berwenang melalui saluran hirarki selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggar
perceraian, dibuat menurut contoh Laporan sebagaimana
tercantum dalam la.mpiran dan merupakan bagian yang
udak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, dan dilampiri
dengan Akta Perceraian.

(2) PNS yang tidak melaporkan perceraian kepada pejabat
yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sejak perceraian terjadi dijatuhi hukuman disiplin berat
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembagian Gaji

Pasal 95

Ketentuan pembagian gaji ditetapkan terhadap perceraian
yang dilakukan oleh PNS pria.

Pasal 96

(1) Apabila perceraian terjadi karena kehendak PNS, maka

PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk
penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai

berikut:
a. apabila anak mengikuti mantan istri:

t. I /3 (sepertiga) Saji untuk PNS;

2.1/3 (sepertiga) gaji untuk mantan istri; dan

3. L /3 (sepertiga) gqii untuk anak-anak, yatag diberikan

\-



kepada mantan istri;
b. apabila anak mengikuti pNS:

t. 1/3 (sepertiga) gaji untuk pNS;

2. 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri; dan
3. I/3 (sepertiga) gqii untuk anak-anak, ymg diberikan

kepada PNS;

c. apabila sebagian anak ikut pNS dan sebagian lainnya
ikut mantan istri, maka bagian gaji untuk anak dibagi
menurut jumlah anak yang diberikan kepada pNS dan
mantan istri; dan

d. apabila dari perkawinan tersebut tidak mempunyai
anak, maka pembagian gaji yang wajib diberikan oreh
PNS kepada mantan istri adalah r/2 (seperdua) dari
gaji PNS;

(3) Bagian gaji tidak diberikan kepada mantan istri, apabila
perceraian disebabkan karena istri:
a. beruinah;
b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau

penganiayaan berat;
c. menjadi pemabok, pemadat atau penjudi; dan
d. meninggalkan suami 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin suami atau alasan yang sah.

Pasal 97

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak mantan istri,
maka mantan istri bersangkutan tidak berhak atas bagian
gaji PNs, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Termasuk dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah apabila istri mengajukan
cerai kar-ena dimadu atau karena suami
a. berzinah;
b. melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau

penganiayaan berat;
c. menjadi pemabok, pemadat atau penjudi; dan
d. meninggalkan istri 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin istri atau alasan yang sah.

Pasal 98

Apabila perceraian terjadi karena kehendak bersama antara
PNS dan mantan istri, maka:
a. bagi PNS yang tidak mempunyai anak, pembagian gaji

\-



berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
b. bagi PNS yang mempunyai anak:

1. apabila semua anak mengikuti mantan istri, l/3
(sepertiga) gaji PNS untuk anak yang diberikan kepada
mantan istri; dan

2. apabila sebagian anak mengikuti pNS pria dan
sebagian lainnya mengikuti mantan istri, maka l/3
(sepertiga) dari sisa gaji yang menjadi hak anak, dibagi
menurut jumlah anak.

Pasal 99
Apabila mantan istri kawin lagi, maka pembayaran bagian
gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah
mantan istri kawin lagi dan apabila semua anak ikut mantan
istri maka 1/3 (sepertiga) gqli tetap menjadi hak anak_anak
yang diterimakan kepada mantan istri.

(1) Pembayaran bagian
apabila memenuhi
berikut:
a. anak telah berusia 2l (dua puluh satu) tahun;
b. anak telah/pernah kawin; dan
c. anak telah mempunyai penghasilan sendiri.

(2) Pembayaran bagian gaji untuk anak yang telah
dihentikan dibayarkan kepada pNS bersangkutan.

Pasal 1Ol

Pembayaran bagian gaji untuk anak tetap diberikan kepada
anak sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila
memenuhi seluruh ketentuan berikut:
a. anak masih menempuh pendidikan/ sekolah, yang

yang

tempat

dibuktikan dengan surat
ditandatangani oleh pimpinan instansi pendidikan
anak tersebut menempuh pendidikan/sekolah;

b. anak belum pernah/tidak kawin; dan
c. anak belum/tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 102

Apabila PNS yang telah menceraikan istrinya dan menikah
lagi untuk kali kedua/ketiga/keempat dengan wanita Lain

kemudian menceraikannya lagi, maka mantan istri tersebut
berhak menerima:
a. l/3 (sepertiga) dari bagian gaji PNS yang bersangkutan,

apabiLa anak mengikuti PNS tersebut;

Pasal 100

Caji untuk anak dihentikan
paling kurang salah satu kondisi
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b. l/2 (seperdua) dari bagian gaji PNS yang bersangkutan

apabila dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;

c.2/3 (duapertiga) dari bagian gaji PNS yang bersangkutan

apabila anak mengikuti mantan istri;
d. apabila sebagian anak mengikuti PNS yang

bersangkutan dan sebagian anak mengikuti mantan

istri, maka L/3 (sepertiga) dari bagian gaji PNS yang

menjadi hak anak, dibagi menurut jumlah anak.

Pasal 103

Pemotongan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan

anak-anak dilakukan langsung oleh Bendahara Gaji yang

mengurusi gqii pada Perangkat Daerah dimana PNS yang

bersangkutan bertugas, berdasarkan Akta Cerai dan surat
perintah Kepala Perangkat Daeratr.

Bagian Keempat
Hidup Bersama Di luar Ikatan Perkawinan yang Sah

Pasal 104

(1) PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan
yarrg sah atau tidak dicatatkan secara administrasi
menurut ketentuan administrasi pemerintahan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
larangan bagi PNS hidup bersama dengan wanita yang
bukan istrinya atau dengan pria yang bukan
suaminya.

(3) PNS yarig melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dijatuhi hukuman disiplin berat
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KODE ETIK PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS

meliputi:
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik



c

d

Indonesia 1945;
semangat nasionalisme;
mengutamakan kepentingan Negara di atas
pribadi atau golongan;
ketaatan terhadap hukum dan peraturan
undangan;
penghormatan terhadap hak asasi manusia;
tidak diskriminatif;
profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
senrangat jiwa korps.

Pasal 106

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan
kehidupan sehari hari wajib bersikap dan
etika, meliputi:
a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika terhadap diri sendiri ; dan
e. etika terhadap sesama pNS.

e

f.

s.
h.
i.

dan
pada

Pasal 107

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasar r43 huruf a
meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya pancasila dan Undang_Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas

pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada

praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam

melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya

Negara secara efisien dan efektif; dan
i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak

benar.



Pasal 109

Etika datam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
106 huruf b adalah:
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan

kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi ataugolongan;

b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin
berdasarkan aturan dan tata cara yangberlaku;

c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang
bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajibbertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepadabawahannya;

d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampauibatas kewenangnnnya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya Langsung;
e. setiap pNS harus menampilkan 

"itop t"p"rrrimpinan melaluiketeladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan sertamelaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yangberlaku guna mewujudkan tercapainya tuiuan organisasi;f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjagakehormatan Instansi dengan memakai LU.* lengkapdengan atributnya yang berlaku di lingkungan pemerintah
Daerah;

g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yangbersifat rahasia ne

- peraturan p"rrra"rrffiff#: orang lain sesuai dengan

h. tidak memberikan foto copy surat_surat keputusan yang
. bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuanyang dapat berpenga.ruh negatif terhadap harkat, martabatdan citra institusi pemerintah Daerah;j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparandalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusanPemerintah Daerah;
k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghaaapi perbedaan

pendapat diantara sesama pNS dan pihak terkait lainnya;l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara Udak
sah;

m.melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap
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kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia
negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga
membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;

n' tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi
merusak nama baik dan merugikan institusi pemerintah
Daerah, bangsa dan negara;

o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi
kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan khususnya di bidang penyerenggara€rn urusan
Pemerintah Daerah.

p' melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik daram
melaksanakan tugas baik di ringkungan pemerintah Daerah
maupun dengan instansi terkait;

q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang
berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; danr' menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

pasal 109

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasar
106 huruf c meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b' memberikan pe,ayanan dengan empati, hormat dan santuntanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
c' memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka,dan adil serta tidak diskriminatif;
d' bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran,keluhan' laporan serta pendapat dari lingkungan

masyarakat;
e' berperan aktif daram kegiatan sosiar masyarakat untuk

kepentingan masyarakat umum;
f' menunjukan sikap keteradanan dan kewibawaan dalam

kehidupan bermasyarakat dengan menghindari har-hal yang
berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan

g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat
dalam melaksanakan tugas.

Pasal ll0
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal
143 huruf d meliputi :

a. jujur terhadap diri sendiri;
b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
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c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, rnaupun

golongan;

berinisiatif untuk kualitas pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, dan sikap;

f. memiliki daya juang yang tinggq
g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
i. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank,

koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
j' bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi

apabila akibat kelalaiannya terl.adi kerugian keuangan
dan/atau barang milik negara atau pemerintah;

k. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi,
pe{udian dan minuman yang memabukkan;

L tidak dan/atau at

bertentangan
narkotika dan/atau sejenisnya yang

dengan ketentuan peraturan
-undangan;

m sederhana, rapih, dan sopan; dann. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat
menurunkan harkat dan martabat

"sfuagai 
pribadi maupun

PNS.

Pasal 111

Etika terhadap sesama pNS sebagaimana dimaksud daram pasal
106 huruf e meliputi :

a.

c.

dan menjujung tingg toleransi antar
sesanna, suku dan umat beragama/

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
saling menghormati antara teman sejawat baik secara
vertikal maupun horizontat dalam suatu unit kerja, instansi,
maupun antar instansi;

d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pNS;
f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. menjaga dan menjalin keq'a sama yang kooperatif sesama

PNS; dan
h. berhimpun dalam satu wadah Korps pegawai Republik

Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan
soliditas semua PNS dalam memperl.uangkan haknya,



Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 112

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya
laporan danlatau pengaduan yang diajukan secara:

a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh

pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; dan/atau
b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan

identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.

(2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua

Perangkat Daerah.

(3) Laporan danf atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan

bukti )'ang diPerlukan.
(a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan

diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan

termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka

Kepala Perangkat Daerah membentuk Majelis Kode Etik atau
mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada
BKPP.

(5) BKPP dapat meminta saran hukum kepada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara atau
instansi/Perangkat Daerah lain yang dianggap berkompeten.

(6) BKPP melaporkan kepada Bupati disertai usulan
pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut
penyelesaian laporan/ pengaduan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Mqjelis Kode Etik dan BKPP

bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.

(8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/

pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan

putusan.

Bagian Ketiga

Majelis Kode Etik

Paragraf 1

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 113

(1) Untuk menegakkan kode etik PNS dibentuk Majelis Kode

\-
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Etik dengan ketentuarl sebagai berikut:
a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural,

pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum
dengan golongan ruang paling rendah lll/c dibentuk
Majelis Kode Etik Kabupaten; dan

b. bagr pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional
tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang lll/b
ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik Perangkat Daerah
dengan anggota berasal dariPerangkat Daerah yang
bersangkutan.

dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
lampiran BB Peraturan Bupati ini.

(2) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak boleh
lebih rendah dari pangkat/golongan PNS yang diperiksa.

(3) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah
yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat {2'), Kepala
Perangkat Daerah mengusulkan pembentukan Majelis
Kode Etik Kabupaten kepada Bupati melalui BKpp, dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

(4) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5) Pembentukan Majelis Kode Etik Perangkat Daeratr
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(6) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal diduga ada pelanggaran

kode etik oleh PNS.

Pasal 114

(1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah ganjil yang

terdiri dari
a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota;

{2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.



(3) Apabila jumlah anggota Majelis Kode
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5

Etik sebagaimana
(lima) orang, maka

M4jelis Kode Etik

a ditambah oleh wakil ketua merangkap anggota.

Pasal 115

Untuk menunjang kelancaran tugas,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (l) huruf a dan
huruf b dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Sekretariat Majelis Kode Etik Kabupaten dibentuk oleh Bupati

dan berkedudukan di BKpp; dan
b. Selaetariat Majelis Kode Etik perangkat daerah dibentuk oleh

Kepala Perangkat Daerah dan berkedudukan di perangkat
Daerah tersebut.

Paragraf 2
Pelaksana TUgas Majelis Kode Etik pNS

Pasal 116

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran

kode etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan

tindakan administratif kepada Bupati;
c. menindaklanjuti sanksi moral dengan

merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin
apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran
disiplin;

d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 117

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
a. memanggil PNS untuk didengar sebagai

terlapor;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna

kepentingan pemeriksaan
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor

atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan
dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak
terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti
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melakukan pelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi morar dan tindakan adminsistratif

lainnya termasuk hukuman disiplin.

pasal 119

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewqiiban:
a. melaksanakan koordinasi dengan anggota MajelisKode Etik

dengan
untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang

mempelqiari dan meneliti berkas
laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;

b. menentukan jadwal sidang;
c' menentukan saksi yang perlu didengar keterangannya;
d. memimpin jalannya sidang;
e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
f' mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota

rr4ielis maupun saksi untuk merumuskan putusan
sidang;

g. menandatangani putusan sidang;
h. membacakan putusan sidang; dan
i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. membantu kerancaran peraksanaan tugas Ketua M4ielis;
b' memimpin sidang apabila Ketua Mqieris berharrangan;
c. mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretaris Mqjelis;

dan
d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada

terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang
diperlukan;

c. menyusun berita acara sidang;
d. menyiapkan keputusan sidang
e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada

atasan terlapor; dan
g. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk

kepentingan sidang;
b. meng4jukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta

maupun tidak;
c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk



melakukan peninjauan di lapangan; dan
d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 119

(1) Majelis Kode Etik pNS melakukan socara
tertulis kepada
kode etik untuk

PNS yang diduga melakukan pelanggaran
dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan pNS yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum tanggat pemeriksaan.

(3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggil,an kedua
paling lambat 7 (tujuh) hari keq.a sejak tanggal seharusnyayang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang
pertama.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pNS yang
bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasanyang sah, maka yang bersangku tan dianggap melanggar
kode etik dan Majelis Kode Etik aSarPNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moralberdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa
diLakukan pemeriksaan.

(5) Majelis Kode Etik pNS mengambil keputusan terhadaphasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),setelah pNS yang ber.sangkutan diberi kesempatan
membela diri.

(6) Keputusan Majelis Kode
dimaksud pada ayat (2)
mufakat.

Etik pNS sebagaimana
diambil secara musyawarah

(7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan
diambit dengan suara terbanyak,

(8) Keputusan Majelis Kode Etik pNS bersifat final dan
mengikat.

Paragraf 3
Mekanisme pemeriksaan Majelis Kode Etik pNS

Pasal 120

(1) Majelis Kode Etik pNS memeriksa setiap laporan
dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pNS dan/atau
temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik
PNS paling lambat Z (tujuh) hari kerja sejak taporan



dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam la.mpiran dan merupakan brgian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12 I
(1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/ atau

mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS,
wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor
dan/atau pengadu.

(2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran
Kode Etik, atasan PNS secara hirarki wajib
meneruskan kepada Pejabat yang berwenang
membentuk Majelis Kode Etik.

(3) Atasan PNS secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l
dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan
dikenakan sanksi moral.

Pasal 122

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
daLam Pasal 120, tugas anggota Majelis Kode Etik:
a. anggota Majelis Kode Etik PNS memberikan

tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
b. sekretaris Majelis Kode Etik PNS mencatat dan

mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan,

argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik PNS.

(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 123

(1) Majelis Kode Etik PNS wajib

hasit pemeriksaan kePada

memberikan sanksi moral.

pejabat yang
keputusan
berwenang

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik,

PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib

menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan

langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan M4ielis.



Bagian Keempat
Sanksi pelansgaran Kode Etik

Pasal 124

(1) PNS yarrg melakukan pelanggaran Kode Etik pNS
dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:
a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan

penyesarran secara terturis yang disampaikan secara
tertutup oleh pegawai
apabila menurut hasil
merupakan
dilakukan;

b. permohonan

dimaksud ayat (t),
Majelis Kode Etikpemeriksaan

pelanggaran kode etik pertama kali

maaf secara tertulis dan/atau pemyataan
penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara
terbuka oleh pegawai sebpgaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis
Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang
dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan
pelanggaran kode etik yang sama;

c' pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin
berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan
apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode
etik yang sama atau yang lainnya;

Keputusan dan Surat dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam La.mpiran dan merupakan be gian yang
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi
pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan
hanya diketahui oleh pNS yang bersangkutan dan pejabat
pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang
pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari pNS yang
bersangkutan.

(4) Pemyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi
pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui
forum resmi PNS, upacara bendera, media massa,
dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai, Surat
Pernyataan dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam la.mpiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 125

(i) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 124
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang menjatuhkan sanksi.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dljatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada
sidang Majelis Kode Etik pNS berupa rekomendasi dengan
menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan
cileh PNS, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagia yarig tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 126

(l) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124 pejabat yang berwenang menjatuhkan
sanksi dapat sanksi moral tambahan yang
lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan pNS
yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik pNS.

(2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksudayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan
kegiatan selama 1 (satu) tahun, tidak
ditugaskan kembati menjadi tenaga pemungut pajak atauretribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara
menyeluruh, dialihtugaskan ke perangkat Daerah yang
lain, dan sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.

(3)Ben

sebagaimana

keputusan
berwenang.

dimaksud
penjatuhan

sanksi
ayat

sanksi

tuk dan jenis moral tambahan
(2) dicantumkan dalam
moral oleh pejabat

Pasal 127

(1) Selain diberikan sanksi moral sebagaiglslr4 dimaksud
dalam Pasal 124 dan pasal 126, terhadap pNS yang
terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik pNS, pejabat
yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan
tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan
Majelis Kode Etik PNS berupa rekomendasi untuk
mendapatkan salah satu hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.
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Bagian Kelima
Pejabat yang Be'wenang Menetapkan Sanksi Morar

Pasal 128

(1) Bupati selaku ppK Kepegawaian menetapkan penjatuhan
sanksi moral berdasarkan rekomendasi Mqielis Kode Etik
Kabupaten kepada pejabat struktural, jabatan fungsional
tertentu dan/atau fungsionar umum d.engan golongan
ruang paling rendah III/c.

(2) Kepala perangkat Daerah menetapkan penjatuhan
sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik
Perangkat Daerah kepada pejabat fungsionar tertentu
dan/atau fungsionar umum golongan ruang ril/b ke
bawah.

(3) Pangkat/golongan pejabat berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat t2) tidak boleh rebih rendah dari
pangkat/golongan pNS yang dijatuhi sanksi.

(4) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dan ayat (21 dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum daram l-ampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Bagian Keenam
Terlapor, peiapor/pengadu dan Saksi

Pasal 129
(1) Terlapor berhak:

a. mengetahui susunan keanggotaan Majeris Kode
Etik sebelum pelaksanaan sidang;

b. menerima sarinan berkas raporan/pengaduan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat
3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;

c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
f. mendapatkan perlindungan ad.ministratif;

(2) Terlapor berkewajiban:
a. memenuhi panggilan sidang;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh

Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
d. memberikan keterangan untuk memperla.ncar



jalannya sidang Majetis Kode Etik;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh

Majetis Kode Etik; dan
f. berlaku/bersikap sopan.

pasal 130

(1) Pelapor /pengadu berhak:
a. mengetahui tindak lanjut raporan/pengad.uan yang

disampaikan;
b. mengajukan saksi d.alam proses persidangan;
c. mendapatkan perlindungan;
d. mendapatkan salinan berita acarapemeriksaan; dan
e. mendapatkan perlindungan administratif;

(2) Pelapor/pengadu berkewajiban:
a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat

dipertanggung jawabkan ;

b. me4jaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang
disampaikan Bupati;

c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk memperrancar jalannya

sidang Mqielis Kode Etik;
e. memberikan identitas secara jelas; dan
f. menaati semua ketentuan yang dikeruarkan oleh

Majelis Kode Etik.

Pasal 131

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif
terhadap keterangan yangdiberikan

(2) Saksi berkewajiban:
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh

Mqielis Kode Etik;
d. memberikan keterangan yang benar sesuai

dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun
ditambah;

e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh
Majelis Kode Etik; dan

f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 132

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode



Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagr
pelapor/pengadu apabila pelapor/penga.du adalah PNS.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 133

(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran

Disiplin dan Kode Etik direhabilitasi nama baiknya,
berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa

atau Majelis Kode Etik PNS.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Berwenang atau
Majelis Kode Etik PNS.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 134

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin dan
kode etik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan
oleh Inspektur, dan Kepala BKPP.

(2) Terhadap pelaksanaan pengaturan hari ke{a dan jam
ke{a dilakukan monitoring oleh BKPP.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

(1) Setiap PNS yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin

dan kode etik yang dilakukan oleh PNS lainnya, wqiib

mel,aporkan kepada atasan langsung dan/ atan Kepala

Perangkat Daerah dari PNS yang melakukan

disiplin.
(2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah

yang terbukti mengetahui adanya pelangaran disiplin

dan kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungannya

dan tidak memeriksa dan/ atau memberikan sanksi, maka

atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah

tersebut dikenakan sanksi yang sama sebaga'imana sanksi

yang seharusnya dikenakan kepada PNS yang melanggar



disblin dan bde cdk tcrscbrrt
(3) I&Ecdr PNS yrng didptin dan bde €dk

sebagaimana dimahsrrd pade ryat t2), tEap dikcnakan
.4nloi rebagEinara bterrhran peraturan perundang-
rrrrdangen yang bcdaku.

BABXI
KBIENIIIAN PENUIUP

Fasal 136

IIal-bal yang beluo cukup diatuytatn"n FEraturan Bupad tni
discerraikan deagan ketentuan pcfiaturan pcrundang-
perunaargga.
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pengundengan Faaturm hpati ini dcngaa pcDcEpatannya
dalam Bcrita ecreh Kabupaten Torqia Utare. 

-

&?{.,,r]i tag
UTARA.

NAN la-
Diuaalanglran di Rantepao
Padatanggal 2 |,aVua,; 2ol)
R.SEKRETARIS DAERAH

N NORAJA LTPARA,

o

t
a

,,AU

BERITAbAERAH rABI'PAIEX TORAIA UTARA TAHUN 2OT9 NOMOR ,

a

-



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2Ot9 TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

CONTOH SURAT, BERITA ACARA PEMERIKSAAN, KEPUTUSAN
DAN LAPORAN DAI,AM PROSES PENEGAKAN DISIPLIN DAI{ KODE ETIK

A. CONTOH SURAT PERINTAH MELq.KUKAN PEMERIKSAAN

KOP SURAT

RAIIASIA
SURAT PERIIITAH I'ITTUI{ MELAITUI(AIT PEMERIKSAAII

NOMOR : 862/ /.....................

\-

\-

1

2

1. Diperintahkan kepada :

a. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang:
Jabatan :

Unit Kerja :

b. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang:
Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Pekerjaan :

Unit Kerja :

TEMBUSAN

dal PN! serta Pe,Jabat/pihak lain yang dibutuhkan keterangan dan klarifikasinya
terkaiJ dugaan pelanggaran disiplin *") pega#ai
tersebut di atas, dengan waktu dan tempat Pemeriksaan yang akan ditentukan
kemudian dan dicantumkan dalam Berita Acara pemeriksaan.

2. Demikian surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Rantepao

Kepala ,....,......../
Sekretaris Daerah/PPK *)

*) Coret yang tidak perlu
*") T\rlislah pelanggaran disiplin yeu:lg diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



B. CONTOH SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

: 862/

: Rahasia
/ Yth.

Rantepao,

Kepada:

.(Nama)

: Panggllan I/II *)

Dipermaklumkan, berdasarkan ..........
\-

bahwa saudara diduga melakukan pelanggaran disiplin/Kode Etik pNS *)......
berupa **)

sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses pennintaan
keterangan/pemeriksaan ") dengan ini kami minta kehadiran Saudara untuk
menghadap kepada....

pada:
(Nama) (Jabatan)

Hari

TanggalU

Waktu

Tempat

untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya kami
ucapkan terima kasih.

Kepala /Atasan I"angsung/
Ketua Tim Pemeriksa *)

NIP

*) Coret yang tidak perlu
"*) Tulislah jenis pelanggaran disiplin/kode etik yang diduga dilakukan oleh PNS yang

bersangkutan.

TEMBUSAN

1

2



C. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor:862/ /,fp

Pada hari ini ................, tanggal buhn tahun jam ........... bertempatdi............. .. kamil-
1. Nama

NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada.surat Perintah/Keputusan pembentukan Majelis Kode
terhadap :

Nama

Etik terhadap
PNS / Karena

PNS/Kode Etik

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangansebqgai berikut :

ll. Pertanyaan

I. Jawaban:

Pertanyaan\z

2. Jawaban:

3. dst.

Demikian BeritaAcara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimanamestinya.

Yang diperiksa/dimintaketerargan *) :

Nama :...............
NIP :...............
Tandatangan : ...............

Rantepao,

Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik :

1. Nama

2. Nama
NIP
Tandatangan

3. dst.
*) Coret yang tidak perlu
**) Pilih salah satu sesuai PNS/Pejabat/Pihaklain disesuaikan dengan keterkaitannya.



D CONTOH I.,APORAN KEWENANGAN PENJAruHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT

Rantepao,

Kepada:

Yth. (Nama)
(NrP)

(Jabatan)
: Panggilan I/U :rl di,-

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan pada hari ........ tanggal bulan tahun
saya/Tim Pemeriksa *) terrah merrakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada pNS tersebut d.i atas merupakan kewenangan

**)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita AcaraPemeriksaan terhadap pNS dimaksud /d,ot pihak-pihak terkait rainnya *)
serta berkas-berkas pendukung lainnya agar dapat dipergunakan sebagai
bahan untuk menjatuhkan hukuman d.isiplin.

untuk medadi makrum dan clipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Kepala (Atasan Langsung)

NIP

*) Coret yang tidak perlu**) Isilah sesuai dengan nama
rekomendasi hukuman disiplin
disiplinnya.

pejabat yang berwenang menghukum disertai

Nomor
Sifat

Lamp.

Hal

: 862/
: Rahasia

\-

)

TEMBUSAN

1

2

yang harus dijatuhkan sesuai jenis pelanggaran

/.....................



E. CONTOH PEMBENTUKAN fiM PEMERIKSA

KOP SURAT

RAHASIA PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
Nomor :862/ I

1.

2.

Berdasarkan dugaan pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh sdr.NIp. pangkat jabatanunit kerja maka perlu dilakukan i.*..if."."".
Mengingat ancaman ll$um*rrnyl berupa hukuman disiplin sedang atau berat,maka perlu membentuk Tim pemiriksa y;; ,.Jirit"ri ,

\-,

a. Unsur Atasan I"angsung
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :Jabatan :

b. Unsurpengawasan

Nama
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :Jabatan 

:

c. Unsur Kepegawaian

Nama
NIP :

d. Pejabat l"ain yang Ditunjuk

Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan

Nama
:NIP

Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan

3' Masa berlaku Tim Pemeriksa ini adalah lmpai dengan adanya keputusanpenjatuhan 
.lur<uma" ffii, agri peJalH]"rr* b"*,.r;;.;rhitung-mutrai^ta'ggal\- ditetapkan.dan melaportfr u.[-p,Jr"i.[il"i1 k si*t"r, Jffi.f"ua kepada sekretaris3ffi rilJr&:e["#*xi:ir#r;'"'d?:ffi hB-"8"r<i;il*.i",,F"oaiJilu.,o*,,

Rantepao

PPK/ Sekretaris Daerah *),

4' sekretariat Tim Pemeriksa bertempat di Badan Kepegawaian pendidikan danPelatihan Kabupaten Tora-ia Utara iaran pramuia Nomor 2 Rantepao.5' Demikian untuk d.,raksanakan sebagaimana mestinya.

i1

2

TEMBUSAN :

*) Coret yang tidak perlu



F CONTOH KEPUruSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN
Nomor: 862/KPTS.

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Sdr

Membaca : l. l,aporan dari ............. tanggal tentang pelanggaran oleh Sdr. ..NIP yang dilakukan

MEMUTUSKAN

baskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

pada tanggal

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal ............

PPK/ Kepala........ (Atasan langsung)

,2

Menimbang

--Mengingat

: bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap sdr. ....., atas dugaanpelangga.an disiplin terhadap pasat 
:....:..?ngka ........... huruf ....... ff;;amanhukumannya berupa hukuman disiplin- ti.r!t.i u..at, perlu minetapkankeputusan tentang pembebasan sementara dari Tugas Jabatannya;

: 1' U ndang-undang Nomor s rahun 2o14 tentang Aparatur sipit Negara;2. undang-undang Nomor 23 Tahun-zor+ ientan!il.*tm,"rran Daerah;3' Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2oi0 t:;d; Disiplin pegawai NegeriSipil;
4.
s. pe.atu'an K"p'r1_!4*:K;;;;;ffi'N+;i$;or 21 rahun 2010 tentansKetentuan Pelaksanaan peratuian pemeriitah rvomor 53 Tahun zoro tentangDisiplin pegawai Negeri Sipil;7. Peraturan Bupati torqia Ut"r" Nomor ........, dst

\-

Menetapkan
TESATU Membe

Nama
NIP

\-
KEDUA

Pangkat/Gol. Ruang ; :::...:..:.....::::' "
Jabatan
Unit Kerja ,' ............:....:. 

""""
Terhitung mulai tanggal ...................-.....: ';;pJ"ait.t"pkannya 

keputusanhukuman disiplin, tarenay"rrg birc.tsLuian aid;-g" melakukan perbuatan yangmelanggar ketentuan pasai ...-angka .... trurur.....-pe.atural pemerintar Nomor53 Tahun 2OtO.
: selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimanatersebut pada Dikturn KESATU, kepada Sar. ..::... tersebut tetapdiberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang_undangan.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.: Keputusan ini disampaikan kepada varg uer"aniiutan untuk diindahkan dandilaksanakan sebagaimana mesiinya.

KETIGA
KEEMPAT

Nama
NTP....

1

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum.



G. CONTOH KEPUTUS$I HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KOP SURAT

RASASIA

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN Sdr. .........

\-

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
TU

: 1. Laporan dari ............ tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr
NIP. ......... ..yang dilakukan paAa tanleal2. Hasil pemeriksaan tanggal ....,..,.........

: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telahmelakukan perbuatan berupa dan terbuktimelakukan peranggaran terhadap ketentuan pasal ... angka .... nurur..... pp
Nomor 53 Tahun 2OlO;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin,. p-grlu menjatuhkan hukuman disiplinyang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang aihtukannya;c' bahwa berdasarkanpertimbangan seuigairirarri dimaksud dalam huruf a danb, untuk menjamin kepastian hukum eEn3atutran nukuman -DGpfi" i.g.,..,Lisan sdr. .............. perru ditetapkan den{an Keputusan Bupati.
: 

^1. Undang-undang Nomor s rahun 2or4 tentarrg Aparatur sipil Negara;
?. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2-0ra tentaig iemerintatral oieiair;3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun zoto tirrtaog Disiplin pNS;---'4. ..........;5' Peraturan KepSta Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan pemeriitah Nomor 53 Tahun 2O 1o tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Torqja Utara Nomor...................., dst

MEMUTUSKAN

: Menjatuhkan hukuman clisiplin ringan berupa Teguran Lisan kepada :
Nama

Pangkat/Gol. Ruang ; :.:::::::::::.:....:.:::::::.::::::::::..::.:.::::::
Jabatan : .............
Unit Kerja : ............
karena yang bersangkutan pada tanggat ............ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuarr Pasal ... angka .... huruf ...... peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin
yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat
dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

U
KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Nama.
NIP. ...

Ditetapkan di Rantepao
Padatangga)

PPK/ Kepala........(Atasan langsung)
Diherima Tanggal : .......................

Nama

TEMBUSAN :

1. ............
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum.



H. CONTOH KEPUTUSA}I HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KOP SURAT

RAIIASIA

KEPUTUSAN.
862/KPTS.

*)Nomor

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS SdT

......*)

Membaca 1. Laporan dari ............ tanggal tentang pelanggaran oleh Sdr
NIP ....... yang dilakukan pada tanggal2, Hasil pemeriksaan tanggal ...

Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr
melakukan perbuatan berupa
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ang)<a..
Nomor 53 Tahun 2OlO;

U

\-.

Menjat
Nama
NIP

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor
2. Undang-Undang Nomor
3. Peratur€rn Pemerintah N

telah
dan terbuliti
huruf ..... PP

Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2010 ten tang
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, p€rlu menjatuhkan hukuman disiplinyang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang oitat<ukannya;c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud Aatam huruf a dan
!, unLu[menjamin kepastian hukum Pinjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Tertulis sdr. ......... perlu ditetaplian dengan Keputusan Bupati."

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah;
omor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pNS;

4
5

6

Peraturan Kepala Badan
Ketentuan Pelaksanaan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor

MEMUTUSKAN

uhkan hukuman disiplin ringan berupa TeguranTU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Diterima Tanggal
1

I

Ndma..

.::*",," 
kepada:

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal ............ telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan-pasal ... angka .... huruf ...... peraturan
Pemerintatr Nomor 53 Tahun 2OlO.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin
yang sama mal<a kepad,anya al<an dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat
dari hukuman teralhir yang pernatr dijatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindatrkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

PPK/ Kepala........ (Atasan langsung)
" " " Dftetapkeffi 'dt' Reilreped " " " " " "'' *)

Pada tanggal

NlRrirna.Ta nggal.:....

TSMBUSAN:
N4m4........
J-,H...........

l'.' 
r u a pilti Bidan B' I iildimaiii Kep'cgawaian B KN ;

NIP

TEMBUSAN
1.

2. Deputi Bidang Infor:nasi Kepegawaian BKN;
3. Pejabat lain yang pedu.
*) Tulislah. nama jabatam dan pejabat yang berwenang mengtrukum.



I.
88ffi,%KEPUTUSAN 

HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAI( PUAS SECARA

KOP SURAT

RAHASIA
KEPUTUSAN

Nomor: 862/KpTS.
n)

\-

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

")
Membaca

Menimbang

Mengingat

: 1. Laporan dari ............ tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr.Nrp. ......... .yans dilakukan p"loilff;J ................;2. Hasil pemeriksaan tanglaf .:............... .........;
: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .,............. telah melakukan

terhadap ketentuan pr:fl .... 
"rrtta.... rir.ur..... ip uoror 53 Tahun 2010;b' bahwa untuk menegakkan disi"prin, tii* ;en3atunr<an hukuman disiplinyang setimpal dengan petanggaran Oisipf i" Vag?iTalrkarr,yr;c' bahwa berdasarkan.pdrti*u?"s"" r-u"gui**". Ji*"tsud dalam huruf a danb, untuk me,nialiir kgnas-ii-an 

_t rti*-- peiirturra, Hukuman oi"ipti.,
5ffiffiHf,'i* ;lT"sica'alerturis sdr. ....: -. -............ perru ditetapkan

l: Y.Li.Ti:Y.T.T:.T_"-or 
s rahln 2ot4 tentang Aparatur sipl Negara;

9 undang-1ilffi.N;T;i i;'i;"" 2.014 tentang pemerintarran Daerah;
l. :::::::T.::merintah 

m"*oGiiahun zriro t.."t""e Disiprin pNS;

6' -P-eraturein.^*?fp;:K;;A;i;'ffi NE;i N;or 2r rahun 2010 tentans

4 5ii,'filx?:ii**iru:?i?'."t;; pemeriitah N;;;; 53 rah;; ioi6 ,J,t,,,s
t. peraturan Bupati Toraja Utara Nomor

MEMUTUSKAN

t$:?::"tkan hukuman disiplin ringan pernyataan Tidak puas secara Tertulis
Nama

i

I{,Ienetapkan
ltESAru

I

NIP
P_angkat/(iol. Ruang
Jabatan

-')

\-

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di
Pada tanggal

Rantepao

PPK / Kepala........(Atasan langsung)

1.

? Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
3. Pejabat lain yang dianggap p"rlrr.
*) Tulislah nama jabatan dan pejabat.yang berwenang menghukum.



J CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GA.'I BERIGL,ASEL,AMA 1 (SATU) TAHUN

KOP SURAT

RAHAsIA
KEPUTUSAN ............. ........ *)

Nomor : 962/KprS .,.1...........
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIIGN GAJI BERI(ALASELAMA I (SATU) rAHUN Sdr. ...........,... -.. :.... -
........*)

\-

Membaca

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ............... telah melakukanperbuatan berupa dan terbukti melakukan pelanggaranterhadap ketentuan p":fl ... angka .... huruf ..... pp womor s3 Tahun z01o;b' bahwa untuk r:i-.g"kT"" ai"-ipri"f .pgll; *.qi.trt t " hukuman disiprinyang setimpal dengan pelanggaran digibfi 
" ,;; diT"irr."rrrya;c' bahwa berdasarkan pirtimb6s; r"u;.gai*r"? ai*"tsud dalam huruf a danb, untuk menjamin r<epasti"an lr$; ;;;j"d"" Hukuman DisiplinPenundaan Kenaikan G4f nertata Selama 1 (Satu) Tahun Sdr. ......perlu ditetapkan dengan ieputusan Bupati.

1.

?. unaant-finl& N;;;; ; i;;; ;gii i;;d; 6;;;;,r,r,, *.u,,.,3. undang-Undanf Nomo. 23 iah;;2.0 I a teni-aig i.i".*.i"tahan Daerah ;4' Peraturan pemerintah rvo*oisi i"r, un 2_o_r,0 tJntang Disiptin pNS;5. Peraturan Kepala BKN Nomoriti,- pp Nomor sIr.l,.,a b ojo_ t;;.i,i; #"H,,1rJ&f#fi:#.,1.J[1fl 
peraksanaan

6. Peraturan Bupati Torqia Utara frfmor.,..........
MEMUTUSKANMenetapkan

rEsAru

I

' H:fli'*m}lfi#ff 
"1t'fi:d;lT- 

berupa penundaan Kenaikan Gaji
Nama
NrP ; """"""
Pangkat/Gol. Ruang; ::::::.:.....::::.. 

' ' "
Jabatan
Unit Kerja
t<arena j,ang bersangJ<u;-;il; tu,,d;'....'........:................ telarr melar<ukanperbuatan yang mgranggar ktteniuan pasar ... angka .... huruf ...... peraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO.: Penundaan kenaikan gaji berkala bagi.pNS sebagaimana tersebut pada DiktumKESATU terhitung *ql+ tanggal tenaitan ge,iE*i.;il yang seharusnya dapatdipertimbangkan dan- dihitun g ierama 1 1s"t"i-irrru" p."u rr.: Keputusan ini mulai berlaku paAa tanggit aititaptani--': sebagaimana diatur dalam pasal go avat (2) pi Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS, apabila ya_ng bersangktll"" p3$t, mengulangi pelanggaran disiplinyang sama maka kepadanya atcan ogatuhi hukumi" ai"Tpff" y.i-g-r.tit beratdari hukuman terakhiryang pernah diiatutrtan; Keputusan ini disampaikan-kepada irang bersangkut€rn untuk diindahkan dandilaksanakan sebagaimana mestinya.

\,
KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KET,IMA

Ditetapkan di
Pada tanggal

Rantepao

di..tgnm0gangsuns)

1.

?. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;3. Pejabat lain yang dianggap i"it...
*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum.

PPK/Kepala.
.....IY.?rr.rg.,,,,,

.......(Atasan langsung)
!:: !::....: r; i.. i..........i....,.......i.'... . , .

*)

")NIP



K. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMA}I DISIPLIN PENUNDAAI{ KENAIKAN PANGKATSEI-A,MA I (SATU) TAHUN

KOP SURAT

RAIIASIA

KEPUTUSAN.
Nomor: 862/KpTS.

.......*)

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA l (SATU) TAHUN

Sdr. ..

*)

Membaca : 1. Laporan dari ............ tanggal .... tentang pelanggaran oleh SdrNIp. ......... ..yans dilakukan iuir. t"ifrgJ2. Hasil pemeriksaan tanggal .;...............
Menimbang

Menetapkan
KESATU

a.

b.

c.

bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ...........,.... telah melakukanperbuatan berupa ..............., dan terbukti *.t"t rt"rr n"fr"glg;;terhadap ketentuan p"gfl ... angka .... huruf ..... pp rvomor s3 Tahun 2010;bahwa untuk menegakkan dis-iplin, .p9llu menjatuhkan hukuman disiplin
ffi9.:r:,:?1 9:"sm petanggaran oisiprin v."e .iG[ui.u""vu;
Danwa Dercrasarkan.pertimbangan sebagaimanl dimaksud l.i"* huruf a danb, untuk menjamin kepastian hukim p"":"t"t" Hukuman DisiprinPenundaan Kenaikan pangkat selama r lsatii cahun sar.perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.

?. undang-Undang Nomor 5 Tahun 201a tentan;6il;;sipl n.g"r.;
I undang-Undang Nomor 23 Tahun z.or+ t.rrt"ig F"ilri"tahan Daerah;4. Peraturan pemerintah Nornor 53 Tahun zodtZiiii'Disiplin pNS;5' Peraturan $9prt" BKN Nomor 2l rahun 20lo ten-tan? Ketentuan pelaksanaan

PP Nomor s3 Tah.'rn 2,.r0_tentang oisiprin n.g;;-ilii:g.ri sipil;6. Peraturan Bupati Toraja Utara N"ornor

MEMUTUSKAN

\-
Mengingat

Selama 1

Nama
NIP

Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa pen undaan Kenaikan pangkat

telah melakukan
Peraturan

(Satu)Tahun kepada:

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan
perbuatan yang melanggar ,

Pemerintah Nomor 53 Tahun

pada tanggat ..,..U ketentuan Pasal ... angka
2010.

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

: Penundaan kenaikan {a}skat bagi. PNS- sebagaimana tersebut pada DiktumKESATU terhitung *-yJ+ -tanggat- 
ke-ngrkan ffigk"t yang seharusnya dapatd_ipertimbangkan lan dihitung Jetama 1 (satu) trrr"i finurr.: Keputusan ini mulaj berlaku pada tansgal dit6tapkan.: Sebagaimana diatur dalam Pasal so iyat (2) Pi Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS, apabila yalg bersangkutan pagih mengulangi peranggaran ai.iptiiyang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman aisiptin yal[ tebitr beratdari hukuman terakhir yang pernatr dijatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

huruf

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

PPK/ Kepala........(Atasan langsung)
DiterimaTanggal

TEMBUSAN

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

...... .... *)

Nama
NIP....

1

2
3

*) Tulislatr nana jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum



L.

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

\-rfBOUa

KE?IGA

KEEMPAT
KELIMA

KELIMA

NIP
Pangkat/Gol. Ruang:
Jabatan

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKATLEBIH RENDA}I SEI.AMA T {SATU) TAHUN

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORA.'A UTARANomor:862lKpTS . -BKpp/........
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURU
SELAMA 1 (SATU)TAHUN Sdr.

NAN PANGKAT SETINCKAT LEBIH RENDAH

\-,

BUPATI TORAJA UTARA
: Laporan Tim pemeriksa No : ..... tanggal ....... tentang Laporan Hasil pemeriksaan

terhadap Sdr. ........... NIp. ..............1abat€rn ...........:.-...... Unit Kerja
: a' bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim pemeriksa tersebut, sdr... telatrmelakukan perbuatan berupa dan terbukti merakukan peranggaranterhadap ketentuan p"g4 ... angka.... h;;ui..... pp wo*o, ss raniiioto;b. bahwa untuk menegakkan aiJipun, .egid mffiuntan hukumanliripti'yang setimpal dengan pelanggaran aisilrin ya"s dGt"ta""va; ------ ,

c' bahwa berdasarkan.pertimbangan sebagai*# dimaksud dalam huruf a danb, untuk q:njamin J<epasti-an _huk;; p;njatuhan Hukuman-- Disiptinpenurunan pangkat setingkat I€bih Rencla-h serama l--i6",Lr rahunSdr. ................ pertu ditetapkan dengart I(.p;;;; Bupati.
: 1.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun zor+ ti"t"rr;6;il. Sipil Negara;3. undang-undang womor 23 Tahun 2or+ ienGii FJ*e.irrtahan Daerah;4- Peraturan pemerintah Nomor s3 Tahun zorolintang Disiprin pNS;
5.
6. pe.at,,a,, K;F;';il;_I:&;?:1&;t N;;;.21 rahun 2010 tentangKetentuan peraksanaan pp Noiror 53 Tahrn zorolertarrg Disiprin pNS;7. Peraturan Bupati Torqia Utara womor ,...........

. MEMUTUSKAN

: Menjatuhkan hukuman disiprin sedang berupa penundaan Kenaikan pangkatSelama 1 (Satu) Tahun t<epada. 
------o I v'sr

Nama

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.: Sebagaimana diatur dalam Pasal go ayat (21 Pb Nomor 53 Tatrun 2010 tentangDisiplin PNS, apabilayang bersangkulan masitr mengulangi pefanggaran ai"ipti.,yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman aiJiptin yai! t.Uif, berat
dari hukuman terakhir yang pernah diiatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao

Diterima Tanggal

Nama..
NIP.....

TEMBUSAN:
DilP.......,-..

TEMBUSAN:
1

2

Pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA

Pejabat Lain yang dianggap perlu.

Nama



M. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKATLEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARANomor:862/KpIS . _BKpp/..

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAHSELAMA 3 (TrcA) TAHUN Sdr. .........

BUPATI TORAJA UTARA

Membaca : Laporan Tinr Pemeriksa No : ..... tanggal .......
terhadap Sdr. ........... NIp. .............. Jabatan

tentang Laporan Hasil pemeriksaan
Unit Kerja

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintatran Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin PNS;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2010 ten

3 (Tiga) Tahun kepada:

\-

Menimbang

Mengingat

KETIGA

: a' bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr... telahme.lak-ukq perbuatar berupa dan terbukti merar<utan pJ*gg"rr"
, terhadap ketentuan paqal ... angka.... huruf ..... pp Nomor s3 Tahun ioio;b' bahwa untuk.menegakkan disiptin,.p-erlu minjatuhkan hukuman disiplinyang setimpal dengan peranggaran disiplin yang aiutukannya;c' bahwa berdasarkan.pertimbangan sebagai*aria Oi*"f.sud dalam huruf a danb, untuk menjamin kepastian.- h}kim reniatutran Hukuman DisiplinPenurunan pangkat setingkat r€bih Rendatr selama 3 (Tiga) ranun sarperlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.
2
3
4
5

Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
tang

6. Peraturan Bupati Toraja Utara Irlomor

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Penundaan Kenaikan pangkat

Selama
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kery'a
karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ...... pp Nomor 53 Tahun 2O1O

\-^<ooue Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr
diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat
golongan ruang ........ dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ........ tahun
pangkatnya dikembalikan

: Terhitung mulai tariggal
pada pangkat semula.
1 bulan tahun sebagai alsbat penurunan

pangkat tersebut gqji pokok Sdr .... diturunkan dari Rp.
menjadi Rp ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun
gaji pokoknya dikembalikan pada ga,ji pokok semula.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tatrun 2010 tentang

Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin
yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat
dari hukuman terakhir yang pernatr diiatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

(.

KEEMPAT
KELIMA

DiterimaTanggal

Nama........

NIP

TEMBUSAN:
1.

2. Pejabat lain yang diarrgsap perlu.

BUPATI TORAJA UTARA



\-

N. CONTOH KEPUTUSAIV HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAFIAN DAI"AM RANGKA
PENURUNAN JAE}ATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

KOP SURAT

NAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
Nomor:862/KPIS . -BKPP/..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN
SETINGKAT LEBIH RENDAH Sdr. ..........

BUPATI TORAJA UTARA

Membaca : Laporan Tim Pemeriksa No : ..... tanggal ....... tentang Laporan Hasil Pemeriksaan
terhadap Sdr. ........... NIP. Jabatan Unit Kerja

Menimbang a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr... telah
melakukan perbuatan berupa .............., dan terbukti melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... angka.... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2OLO;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Sdr.

perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : I
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

:::::::"" ::T*:* ::::: :'_ l1:: :: i: ::::T- 
Disiprin PNS;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2O10 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemindahan Dalam Rangka

Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada:
Nama i

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang:
Jabatan :

Unit Keda :

2
3
4
5
6

7,

\- karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka .... huruf ...... Peraturan Pemerintalr Nomor 53 Tahun
2010.

: Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan.jabatan
setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengart
peraturan perundang-undangan'

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplq.
I SeUagaimana diatur dalam Plsd 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Oi"iitil pNS, apabila yang bersangkuian masih mengulangi pelanggaran.disiplin
y*g ""*" maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat
dari hukuman terakhir yang pernah duatuhkan'

t f.prtr"*t ini disamprjk"r-kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan

dilaksan akan sebagaimana mestinya.

Ditetapka-n di RantePao

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Diterima Tanggal

Pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA

Nama.....Nama.
NIP..........
TEMBUSAN:
1

** Tulislah narrra jahatanbaru PNS yang bersangkutan setelah dibebaskan dari jabatan sebelumnya.



O. CONTOH KEPUruSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

KOP SURAT

Membaca

RNIASIA
KEPUTUSAN BUPATI TORA.IA UTARA

Nomor:862/KPTS. ......... BKpp/...........
?ENTANG

:T'^*:T :::Y Y:: ::::::,i 53Y-"*:::) ::* JABATAN

BUPATI TORAJA UTARA

: Laporan Tim pemeriksa Nomor : ......... tanggal .,..... tentang kporanHasil Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIp. . JabatanUnit Kerja .............;
Menimbang

\-

1.

2.

Nama

a' bahwa berdasarkan- Laporan Hasil Pemeriksaan Tim pemeriksa tersebut,Sdr. ..................:.. tetah inehf<"t* perUuatan ffi ,"dan terbukti melakurran petanglaran terhadap r..iJrrtua., pasar ... angka ....huruf ..... pp Nomor 53 Tahun ZT1O;b' bahwa untuk men_egakkan a[iplil, .p!5lu menjatuhkan hukuman disiplinyang setimpal dengan petanggaran aigiirri" ya"g jiil[.rrorrrrv";c' bahwa berdasarkan.p6rtimffnlan seuagai*""" oi*.tsud dalam huruf a danb' untuk menjamin tiepastian riut rm pJnjatuh"" nrr..r*an pembebasan dari
*3i11il;; ;;ili: . -- ::-;j-so' l- - - : ;erru diteia;;;;;;s"-

1.

? unaant-unJ*u $iii,;;;;;; ;gliiF;u ioj.*,, sip' Negara;3' undang-Undang.omor zs rarrun zor+ teniai! tirrii"t"tan Daerah;
3. :::::::T::i;rintarr rvo_o, sTiahun ri,io t.3,,t#;,oi.ipri,, 

"*s,6' P-eraturan. -6q:^pg*L*i&;;g*t.s*1 *&. 2 I ?ahun 2010 tentangKetentuan peraksanaan pp rvoilor sg rahtn idi6;;*g Disiplin pNS;7. Peraturan Bupati Tora.ia U,*. fv"i"or ............

Mengingat

Menetapkan
KESATU
i

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

, MEMUTUSKAN

: Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari Jabatan.*)kepada :

NIP

Unit Kerja
ytrinssi J?ns bersangku;; ';;i;; ;;;"s; 

.::.:::::::..
karena telah terbukti fr elakut<an--deruu.t"rry""s' ;;""d;"il;il;. ;;;i . . Iangka "" huruf '-'-.'. peratura, p.-rrierinta.h Nomor-s3 rahun 20ro.: Keputusan ini m,rlai Uerfam faaa tanggal ditetapkan.

' ff3ffif#?ffi: #it1tgtrr:?:ffi &it tct"Fl'iii-o,. 53 rahun 20 10 tentang
vanssamamaka5gpaaaiva;ffi 

,xiffi,frinx#ffi'ti:?r,ff 
'iltrfl :il,f ,i,3*

dari hukuman terakhirV*i p*"h d$atuhkan.: Keputusan ini disarpaik= Iq.a" yang bersangkutan untuk diindahkan dandilaksanakan sebagaimana mesiinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Rantepao

BUPATI TORAJA UTARA

Nama.....
NIP........ Nama

TEMBUSAN:

Pejabat lain yaag dianggap perlu.

J Tulislah nama jabatanstrukturar atau fungsional pNsyang bersanglrutan.

** Tulislatr narnajabata, baru PNS ya.g bersa'gkuta'setelah dibebaska' dari jabata, sebelumnya.



CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KOP SURAT

RAIIASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORA"IA UTARA
Nomor:862IKPTS . -BKpp/.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS SdT.

BUPATI TORA*'A UTARA

Membaca : Laporan Tim pemeriksa Nomor : ............ tanggal ....... tentang Laporan

P

Menimbang

Mengingat

Iv{enetapkan
xbseru

Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIp
Unit Kerja .............;

Jabatatr

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim pemeriksa tersebut,
Sdr. ......... telah melakukan perbuatan berupa
dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ..... angka
...... huruf ..... Pp Nomor E3 Tatrun 2OlO;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, .pg.rlu menjatuhkan hukuman disiplinyang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilat<ukannya;c, bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud AAam huruf a danb, untuk menjamin kepastian hrlkum penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Peririntaan Sendiri Sebagai pNS
Sdr. ......... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

\-

U

Undang-U
Undang-U.
Peraturan
Peraturan tangKetentuan

6. Peraturan

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai pNS kepada:
Nama
NIP
Paagkat/Gol. Ruang : ..........
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka ..,. huruf ...... Peraturan Pemerintah N-omJr 53 Tahun
2010.

: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak
kepegawaian se su ai den gan peraturan perundang- u ndangan.

: Apabila tidak ada banding adminstratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada
hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan ini.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA

Narna...

1

2 Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

1.
2.
3.
4.
5.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Diterima Tanggal

Nama..,
NIP. ....

TEMBUSAN:

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.



a CONTOH KEPUTUS$.I HUKUMAN DISIPLIN PEMBERFIENTIAN TIDAK DENGANHORMAT SEBAGAI PNS

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
Nomor: 862lKpTS. ... - BKPP/

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN

Sdr. ......
TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS

BUPATI TORAJA UTARA

Membaca Lapora:: Tim pemeriksa Nomor tanggal ....... tentang Laporan HasilPemeriksaan terhadap Sdr NIP .. JabatanUnir Kerja.
Menimbang

\',

a' bahwa berdasarkan I-aporan Hasil Pemeriksaan Tim pemeriksa tersebut,Sdr. ..........,. telatr.metat<ukan perbuatan berupa ..... -.,.........dan terbukti melar<ukqlgtadsgaran_terhadap ketentuan pasal ...... angkahuruf ..... pp Nomor Sj tafrun 2OLO;b. bahwa untuk menegakkan disiplin,. p.erlu menjatuhkan hukuman disiprinyang setimpal dengan pelanggaran disiflin v"rrs dir"-k"t<annyaj 
-- ---- --J

c' bahwa berdasarkan pertimbangan seuagai-aria oim&suo dalam huruf a danb, untuk menjamin kepast6n rru!ilm ,.":.*rrr" Hukuman DisiplinPemberhentian fidak Dengan Hormat Sebagai pNS Sa;.perlu ditetapkan dengan KEputusan Bupati.
I
2
3
4
5

Undang-Undang Nomor S Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentangKetentuan pelaksanaan PP Nomor 53 Ta}un 2010 ten tang Disiplin pNS;6. Peraturan Bupati Tor{a Utara Nomor

MEMUTUSKAN

BUPATI TORAJA UTARA

Nama

U

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai pNS kepada:
Nama
NIP :

Pangkat/Gol. Ruang:
Jabatan
Unit Kerja ;

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggarketentuan pasal ... angka.... huruf ...... pp Nomor 5g T;rh;;;i[o]*^- "^"'"

: Apabila tidak ada baldjng adminstratif, mlka Keputusan ini niglai berlaku pada
fari .lcetima belas terhitung mulai tanggal pNs't;tG;;iffi;'riinerima
Keputusan rnl.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

Diterima Tanggal :

Nama..
NIP

TEMBUSAN:

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

1.

2.
3.

t..t..r...rr...,



R. CONTOH SURAT PANGGII.AN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT

Rantepao

Kepada :

Nomor : 862 /
Sifat : Rahasia

tamp. : -

Hal

TEMBUSAN:

: Panggilan Untuk Menerima
Keputusan Hukuman
Dtstpltn

Nomor :

Hukuman Disiplin

.(Nama)

,..Jabatan)
di-

tanggal tentang Penjatuhan

Yth

\-

\-

Dipermaklumkan, berdasarkan Keputusan

dengan ini kami minta kehadiran saudara untuk menghadap kepada
(Nama) (Jabatan) untuk

menerima keputusan dimaksud pada :

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Untuk menjadi perhatian dan kehadirannya.

Kepala / Atasan langsung/
Ketua Tim Pemeriksa *)

1

2

*) Coret yang tidak perlu

NIP



S. CONTOH KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP SURAT

RATIASIA

KEPU?USAN.
862/KPTS.

TENTANG

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Sdr

*) Nomor:

Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh

*)

pangkat .. jabatan ...talggal
2. Surat tanggapan Sdr. ................. NIP

NIP

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor

pangkat
jabatan tanggal ....... sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;

tanggal
jabatan ..,,..telah duatuhi hukuman disiplin berupa
bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan
yang diajukan oleh Sdr. NIP pangkat

tanggal dan tanggapan dari
tanggal ..., dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman
disiplin kepada sdr. ......... .. sudah sesuai / tidak sesuai **) dengan
perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud dalam huruf a dan
b, untuk menjamin kepastian hukum penetapan Keputusan mernperkuat /
memperingan / membatalkan **) hukuman disiplin Sdr. ........
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

\-

u

b.

c.

. jabatan

1

2
3
4
5
6

-Yndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipit Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2olo tentang Disiplin pNs;

.'......'.;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2o1o tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 201o tentang Disiplin pNS;
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor7.

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

MEMUTUSKAN

: Memperkuat / memperingan / membataikan "")
dijatuhkan kepada Sdr. ................ NIP

hukuman disiplin yang
........ pangkat

jabatan unit kerja berupa
tanggal

......,menjadi hukuman disiplin ......***)
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

PPK/ KepaIa.................... (Atasan langsung)

sesuai dengan keputusan Nomor

Diterima Tanggal : .........

1.
2.
3.

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

") Tulislah namajabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan
**l Coret yang tidak perlu
***) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin



T. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPUTUS$I BATAL DEMI HUKUM

KOP SURAT

Nomor

Sifat
Lamp.

Hal

U

1f Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara {sebagai taporan);
I,l Sekretaris Daerah KabupatenTorqia Utara;

3. Inspektur hrspektorat Kabupaten Toraja Utara;

+. (Atasan pejabat yang berwenang menghukum);

5. (Pejabatyang berwenang menghukum);

\..
*) Coret yang tidak perlu

z 862/
: Rahasia ....(NrP)

(Jabatan)
: Pemberitahuea Keputu:ea Batd Deoi

Hukua
di,

Dipermaklumkan, dengan ini diberitahukan batrwa surat keberatan atas Keputusan
Nomor :.................., tentang hukuman disiplin berupa .. yang saudara ajukan
pada tanggal ........ dan diterima oleh atasan pejabatyang berrnrenang menghukum pada tanggal

telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang

menghukum tidak mengambil keputusan.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintatr
Nomor 53 Tahun 2o10, maka Keputusan Nomor : ....................... tentang hukuman disiplin
berupa .. batal demi hukum.

Untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ........ /Atasan Langsung/

KetuaTim Pemeriksa *)

NIP

/ .....................



U

Sifat
Lamp.

Hal

Rahasia

kasih.

TEMBUSAN:

. Wakil Bupati Toraja Utara;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;, Inspektur Inryektorat l{abupaten Torqia Utara;
BKPP KabupatenToraja Utara;
BPI(AD Kabupaten Tora-ja Utara
Pejabat lain yang dianggap perlu.

\-,) Cor.ryang tidak perlu

CONTOH PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KER"IA DAN MELAKSANAKA}ITUGAS SELAMA DAI.AM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

: Pernohoaarl fzia f,arut KerJe pada f,araProrcr lradtag Admlntttrati

untuk menjadi maklum, atas perhatia' dan perken€rnnya saya ucapka' terima

Diperrraklumkan, bahwa atas Keputusan .................. Nomor i ,.,..,....,.tangga1 ........tentang penjatuha'hukuman disiptin berupa Pemberhentia' Dengan Hormat Tidak Atas AtasPermintaa' Sendiri/pemberhentian Tidak Dengan sebagai pNS *r, saya telah mengajukanbanding administratif kepada Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), pada tanggal(foto kopi terLampir).

sehubungan hal tersebut, sambil menunggu keputusan Badan pertimbanganKepegawaian dengan ini saya mengajukan perrnohonan izin untuk dapat masuk kerja danmelaksana&an tugas di tingkungan

Rantepao,
Kepada:

Yth. Bupati Torqia Utara
di-

Rantepao

Pemohon

\-.

I
2.

3.

4.

5.

6.



V. CONTOH BERITA ACARA SEBAGAI BUKTI KETIKA PNS TIDAK HADIR DALAM
PEI\TYAMPAIAN H U KUMAN DI SIPLI N

BTRITA ACARA PDIVYAUPAIAIT
HI'IruMAIT DIBIPIJTT

Pada hari ini ...., tanggal bulan ..... tahun ..,.. jo- ..... bertempat di

i. ".*.;; 
""kami:

NIP
Panglcat/Gol. Ruang
Jabatan

b.Nama
NIP
Pang<at/Gol. Ruang
Jabatan

c. dst.

2. Nama
NIP

selaku Tim Pemeriksa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
\-.

Pang)<at/Gol. Ruang
Jabatan

1)

selaku Atasan Langsung /Kepala unit Kery'a, selarfutnya disebut PIFIAK KEDUA

sehubungan terrah terbitnya Keputusan Bupati Torqia utara Nomor :

:: ::: :::::::::::::: ;1i,!* ,$ :_:::T',J"ffi,$tr*"q:ffi rullHKESAru tehh memanggil yang bersangkutan untuk menerima sr ai-rtsud padatanggal namun yang berJansk.rt i tiarr. h"d; pada waktunya.
selanjutnya, PIHAK KEDUA telah menerima sK tersebut dan menyampaikannyapada al,amat terakhir yang diketahui dan tercatat di unit kerja pada tanggatdan telah diterima ?t:-h ralg bersangkut"r, 

- 
r""s""rigliit ar.- keluarga/yangbersangkutan menolak ")(dibuttikan surat ienoralcan *)).

2l

\-.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung /Kepala Unit Kerja :

Nama :.......

NIP :...............

Tandatangan: .

Tim Pemeriksa:

1. Nama

NIP

Tandatangan

2. Nama

NIP

Tandatangan

3. dst.



t-

W. CONTOH KEPUTUSAN DAPAT/TIDAK DAPAT MEI,AKSANAKAN TUGAS BAGI PNS
YANG MENGA.'UKAN BANDING ADMINSTRATIF KE BAPEK

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORA"IA UTARA
Nomor:862/KPIS . -BKpp/..

TENTANG

PENETAPAN SdT. UNTUK DAPAT / TIDAK*) MELAKsANAKANTUGAS
SELAMA MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Membaca : 1.

BUPATI TORAJA UTARA

surat permohonan untuk dapat melaksanakan tugas yang dia,jukan oleh sdr.
NIP. ......... pangkat jabatan ... tanggal ..........;

2

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati roraja utara Nomor : .......... tanggalSdr. NIp. pangkat Jabatan
telah dijatuhi hukuman disiplin berupa .................. ;b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sdr.

!91ah mengqfukan banding administratif ke Bad,an pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal .................,... ;

c,
d. u*t,;;;;;;*i.." p."ffi;;; ilrsil;u'0,**rud daram hurur a, b,

9* ", untuk menjamin kepastian hukum penetapan sdr. ............... uniui<
P?p?t / Tidak Dapat *) Melaksanakan Tugas selama Mengajukan Banding
Administrasif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian perlu altitapkan dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1

2.
3.
4.

Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin PNS;

5
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Bupati Torqja Utara Nomor

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATUU : Kepada Sdr

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

DiterimaTanggal

NIP Jabatan ................. Unit
Kerja Dapat/Tidak Dapat **) melaksanakan tugas selama mengqiukan
banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA

tr

Nama...........
NIP. .............

Nama........

Tembusan Yth :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara;
Pejabat lain yang dianggap perlu.

*f Tulistah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
*") Coret yang tidak Perlu

1.

2.
3.
4.



X. CONTOH KARTU HUKUMAN DISIPLIN PNS

RAHASIA
I*RTU HIIKUMAIT DISPLIN PEGAtrIAI ITEGERI SIP,,

NAMA

NIP
PANGKAT/GOL. RITANG

JABATAN

UNIT KER.IA

I

I(EPUTUSAITilo
.,EITIS IIUKUUAIT
DISIPLI1T YAIIG
DI.'ATUIIKAIT PE.IAAAT ltoMoR TAlrGGAI, KETERAITGAN

2 3 4 5 6



Y
[S$#",??ffir PELAPORAN/PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN DrsrplrN/

IIOP SURAT / TAnpA KOp (pRIBADrl *l

Rantepao,

Kepada:
Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

TEMBUSAN :

: 862/ /
: Rahasia

: I (satu) set

Nama :

NIP
Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Pekerjaan :

Unit Kerja/Lembaga :

Alamat

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan/Pekeq'aan :

Unit Kerja :

2. Bukti-bukti (terlampir| '*f

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami :

Yth. Bupati
Kepala

di-

Tora-ia Utaru/

RANTEPAO

*)

: Peagaduaa/Pelaporaa Dugaaa
Pelanggaran Dltlplln/Kode Etilr pNS *l

U

\-

melaporkan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik pNs *) berupa
yang dilakukan oleh seorang pNS a.n. :

. Selanjutnya, dengan ini kami sampaikan kronologis dan bukti-bukti dugaanpelanggaran disiplin/kode etik pNS *) dimaktud sebagai ueiit<ut :

1. Kronologis **)

Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya lcanlj ucapkan
terima kasih.

Kepala /Atasan Langsung/
Pelapor ")

1.

2.

") Coret yang tidak perlu, surat Pribadi tanpa nomor surat*i) Tulislah kronologis kejadian terjadinya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik PNS dengan
dilampiri bukti-bukti otentik.



Z. CONTOH SURAT LAPORAN
(JANDA/DUDA)

PERKAWINAN PERTAI\4A DAN KEDUA/KETIGA

KOP 8URAT / TATYPA KOP (PRrBADrl *l

Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

:862/ /
: Rahasia

: I (satu) set

Rantepao,
Kepada:

Yth. Bupati Toraja Utara
Melalui:
Kepala BKpp
Kabupaten Toraja Utara
di-

Rantepao

: Laporan Perkarlnaa peftama/
.Ianda / Duda *;

\-.

v

Dipermaklumkan, yang bertanda tangan di bawatr ini:
a. Nama
b. NIP

9. Pangkat/Gol./Ruang
d. Jabatan
e. Unit Kerja
f. Tempat, Tgl. Lahir
g. Agama
h. Alamat

Dengan ini memberitahukan/melaporkan dengan hormat, bahwa saya :

a. pada tanggal
b. bertempat di

b. NIP
c. Pangkat/Gol./Ruang
d. J_abatan / feke4aaril
e. Unit Kerja
f. Tempat, Tg1. Lahir
g. Agama
h. Alamat

tetrah melangsungkan perkawinan 
f.tp."/Kedua/Ketiga (Janda/Duda) *)de1S3n wanita / pfu- J sebagai tersebut di bawah ini :a. Nama

**)

"*)

**)

Kepala /Atasan Langsung/
Petrapor *)

Nama ...............................................
NIP

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

a. salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua); danb. Pas foto istri/suarni *) saya uriuran 3 x 4 cm sebarry"t i tari.li"*t"r.
sehubungan hal tersebut, dengan ini saya mengharapkan agar dapatdicatat perkawinan tersebut dalam oirtar reniarga saya dan diselesaikanpemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *) sayi.
Demikian laporan ini saya buat dengan sesunggutrnya untuk dapat

diguna-kan se bagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1

2

*) Coret yang tidak perlu, surat Pribadi tanpa nomor surat
'*) Hanya diisi apabila istri atau suami bekeda sebagai pNS



AA. CONTOH SURAT LAPORAI{ PERCERAIAN

KOp srrRAT / TAnpA IrOp (PRIBADII *l

Rantepao,

Kepada:
Nomor

Sifat

I"amp.

Hal

: 862/ /
: Rahasia

: 1 (satu) set

Yth. Bupati Toraja Utara
Melalui:
Kepala BKpp

Kabupaten Toraja Utara
di-

RANTEPAO

: Laporan perceralan

Dipermaklumkan, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Gol./Ruang
Jabatan
Unit Kerl'a
Tempat, Tgt. Lahir
Agama
AIamat

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

\-

w

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

a. Nama
NIP
Pangkat/Gol./Ruang
jgU.apn / pekerjaan *)
Unit Kerja
Tempat, Tgl. I"ahir
Agama
Alamat

*)
*)

saya lampirkan salinan sah surat cerai/Akta perceraian daramua).

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapatdigunakan sebagaimana mestinyi. 
-

Bersama ini
rangkap 2 (d

Kepela /Atasan La.ngsung/
pelapor *)

NIP
TEMBUSAN :

1

2.

:1. Coret yang tidak perlu, surat pribadi tanpa nomor surat**) Hanya diisi apabil,a istri atau suami bekery'a sebagai pNs.

Dengan ini melaporkan dengan hor:nat, bahwa sesuai dengan KeputusanBupati Kuningan Nomor , ...:.....1,..._.... tanggal tentang pemberianIjin Perceraian dan s.urat c"ravatt" perceraifr a; pengadirran Agama
ll?;Ti'r;;i ;i 

""r"**J 
'-.i:..., sava tetrah melakukai 

-p"'".;il 
dengan



BB. CONTOH KEPUTUS$I PEMBENTUKAN IVIAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

RAIIASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA/
Nomor: 862IKPIS.

TENTANG

PEMBENTUKAN MA.'ELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA/. (Nama oPD) 1

BUPATI TORAJA UTARA/KEPALA ........ *)

\-,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a. bahwa berdasarkan Laporan dari ............. tanggal telah dilaporkan
adanya dugaan pelanggaran kode etik pNS a.n-.-Sdr. .............. NIp. ........
Golongan Ruang ....... Jabatarr/ Unit Kerja..........

b. bahwa sesuai ketentuan pasal ..... ayat (....) peraturan Bupati Nomor.......
Tahun ..... tentang Pedoman Teknii perbksanaan penegai<an Disiplin dan
Kode Etik PNS, untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
kode etik a.n. Sdr. perlu membentuk Mqielis Kode Etik; -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukan Majelis Kode
Etik di Lingkungan-pemkab. Tor4ia Utara/...... .... (Nima OpD)*) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/........(Kepala OpD) .).

?. g"g*,,g-,;a;s I;;;; ; iJ;;';o i;' ;;il; ;il;ur sip, Negara;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang iemerintairan olerarr;4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Taht:r;. 2oo4 tentang pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik pNS;
5. Peraturan Bupati roraja utara Nomor ..... Tahun ...... tentang

tentang Pedoman Teknis pelaksanaan penegakan Disiplin dan rodE Btit<
PNS;

6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor......
7. P-eraturan Kepa! .......... (Nama opD) Nomo. ...... irrr;;'....::"t"ntang

Kode Etik PNS di Lingkungan (Nama OpD). **)

a. Laporan/Pengaduan dari ......... tanggal ...... perihal Laporan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik a.n. Sdr.

b. Surat Kepala Nomor: ......... Tanggal ..... perihal Usulan
Pembentukan Majelis Kode Etik. ***)

MEMUTUSKAN

: Membentuk Majelis Kode Pegawai di Lingkungan Pemerintah lkbupaten/
...'. (Nama OPD) *) dengan komposisi dan personalia sebagai berikut :

Menetapkan

\*xnseru

KEDUA

1. Nama/NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatar:/Unit Kerja
Jabatan dlm M{elis

2. Nama/NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Unit Kefia
Jabatan dlm Majelis

3. Nama/NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Unit Ke{a
Jabatan dlm Majelis

4, dst.......

Ketua merangkap Anggota

Sekretaris merangkap Anggota

Anggota

: Mqielis Kode Etik dimaksud diktum KESATU harus segera menindakla4iuti
penyelesaian laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik a.n. Saudara:

Nama/NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabata-n/Unit Kerja

Pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dimaksud diktum KEDUA harus
tentangberpedoman pada Peraturan Bupati Nomor tanggal

KETIGA

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS



KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN:

: .Masa berlaku penugasan Majelis Kode Etik adalah sampai dengan adanyakeputusan/rekomendasi hasil siaang Majelis roae Btit< aai merap?ir.an traslpelaksanaan tugasnya {ep1da Bupati ior4a utara melalui xipala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Toraja utara.

: Keputusan ini diberikan kepada Anggota Majetis untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinya dengt perrurr iasa tanggungj awab.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Rantepao

BUPATT TORAJA UTARA/.... KEPALA
sr(PD 1

Nama
NIP

1.

2.
3.
4.
5.

Wr

?lp"ti dan Wakit Bupati Toraja Utara (sebagai Laporan) **);
Sekretaris Daeratr Kabupaten Toraja Utara;
Inspektur trspektorat Kabupaten Torqla Utar";
Pejabat lain yang dianggap perlu.

Coret yang tidak perlu
Hanya diisi untuk pembentukan IVlajelis Kode Etik di OpD
Hanya diisi apabila ada usulan pembentukan Kod.e Etik dari OpD ke Bupati melalui BKpp

**)
***)

v



CC. CONTOH SURAT USULAN PEMBENTUKAN M,{.JELIS KODE ETIK DARI SKPD

KOP SURAT SKPD

Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

862
Rahasia

........ set/berkas
Urulan Pembentukaa ilaJclls Kode
EttL PIVS

Rantepao,
Kepada:

Yth. Bupati Torqia Utara
Melalui:
Kepala BKPP

Kabupaten Tora,ia Utara
di-

RANTEPAO

v

Dipermaklumkan, berdasarkan Laporan/Pengaduan dari *)

tanggal bahwa dilaporkan adanya seorang PNS a.n. Sdr. ................ NIP.
Pangkat/Gol. Ruang ........ jabatan/unit keg'a................ diduga telah melakukan
pelanggaran kode etik berdasarkan pasal ..... huruf ...... Peraturan Bupati Toraja
Utara Nomor ..... Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan
Disiplin dan Kode Etik PNS berupa................... **)

Sehubungan hal tersebut, dikarenakan PNS dimaksud memiliki
pangkat/golongan ruang III/c, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
pembentukan Mafelis Kode Etik oleh Bupati Torqia Utara dalam rangka tindak laqiut
penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang bersangkutan. Selanjutnya, karni
sampaikan juga usulan Calon Anggota Majelis Kode Etik dari SKPD kami yaitu Sdr.

Pangkat/Gol. Ruang ....... Jabatan ........
Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan

terima kasih.
Kepala

Nama ...............................................
N I P........

TEMBUSAN :

1. Bupati dan Wakil Bupati TorajaUtara (sebagai laporanl;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Toraja Utara;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Tuliskan pihak yang melaporan/mengadukan secara tertulis perihal adanya dugaan

pelanggaran kode etik PNS**) Tulis jenis kode etik PNS yang diduga dilanggar

v



DD. CONTOH I,APORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MA.'ELIS KODE ETIK
ATAS DUGAAI{ PELANGGARAI{ KODE ETIK

KOP MA,,ELE KODE ETIK KABUPATEN'SKPD *)

RAIIASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MITIELIS KODE ETIK
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. SDR ...........

Nomor: ...
A. Identitasyang diperiksa :

Nama /NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Unit Kerja

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Toraja Utan/KepaLa........ (nama OPD *) Nomor : .................... tanggal
. tentang Pembentukan Majelis Kode Etik pNS.

2. Komposisi dan Personalia Mqielis Kode Etik :

b.
Ketua Majelis
Wakil Ketua M4jelis

c. ............. Sekretaris Mqjelis
d. ............. Anggota lvlqjelis
e. dst.....

Waltu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu : ............,
Tempat ! .............

Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari ....... . tanggal ................, bahwa diduga/indikasi adanya
pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr Pangkat............. Jabatan/ UnitKery'a.....,... , berupa

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal

2. Dokumen/Bukti pendukung

3. Dasar Hukum Pelanggaran

4. Analisis

F. Hal-halyang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-halyang Meringankan

2. Hal-halyang Memberatkan

G. Kesimpulan

C.

D.

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian
kami merekomendasikan

dan setelatr mempertirabangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkatt,
Sdr. ................... untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

dan/atau1.
2.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Maiglis Kode Etik kami samPaikan sebagai bahan

masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan'

SEKRETARIS,

RantePao,

TAIELIS I(ODT ETIK PITS

KETUA

NIP. ....................

2

*) Coret yang tidalr Perlu



EE. CONTOH KEPUTUS$I
BERWENANG

PENJATUHAN SAT'IKSI MORAL OLEH PE-IABAT YANG

KOP SURAT

RAIIASIA

KEPUTUSAN BUPATI TORA.JA UTARA/ KEPALA
Nomor:862IIGTS

TENTANG

(Nama OPD) 1

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PNS
Sdr. ...........

BUPATITORA.IALT[ARA/I(EPALA........... ...(NamaOpD) *)

: a' - Laporan/Pengaduan dari tanggal ........ perihal adanya dugaan pelagggaran
kode etik PNS a.n. Sdr. .......... Jabatan/Unit Kerja :......... berupa

b. LaporanHasilPemeriksaanpadasidangMajetskodeEtikNomor:...........tanggal .....

......... I ...........

Membaca

Menimbang

Menetapkan
KESATU

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

:4. b4y" sesuai l,aporan Hasil Pemeriksaan Tim Perneriksa tersebut, Sdr... telah
melakukan perbuatan berupa .............., dan terbukti melakukag pela4ggaral kode
_e_tik 

PNS terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Bfiati Torqja
Utara Nomor ...,.. Tahun .......;
batrwa untuk menegakkan kode etik PNS, perlu menjatuhkan sdnksi moral yang

-selimnd dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakuiannya;
batr.wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana rlimaksucl'dal^- huruf a dal b,
lilt_t"liu-in kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Aras Petranggaran Kode
Etik PNs sdr. ................... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/K$da
(Nama OPD)1.

b.

c.

Mengingat 1.

?. _u-n!a'g-U_ndang Nomor 5 Tatrun 2o14 tentang Aparatur sipil Negara;
q. lndang-uldangNornor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dlerair;4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tJntang PembinaanJiwaKorps dan Kode

EtiK PNS;
5' P_elaturan Bupati roraja utara Nomor ..... Tahun ...... tentang tentang pedoman

Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik pNS;
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor ..................
7. Pe_ratura'KepaIa .......... (Nama opD) *) Nomor ...... Tarrun ...... tenta'g Kode Etik

PNS di Lingkungan (Nama OpD). **)

v

MEMUTUSKAN
:

I Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara terhrus dan/atau pernyataanpenyesalan secaratertulis dan/atau pernyataan sikap ***), kepada :
Nama
N r P ; .::::::..::;::::..:::::::::::.:::::::::::::.::::::.:
Pangkat/Gol.Ruang : .............
Jabatan : ..............
Unit Kerja : ..............
karena yang bersangkutan telatr terbukti melalcukan perbuatan yang melanggar ketentuag
Pasal ... angka .... huruf ...... Peraturan Bupati roraja utara Nomor ... tarrun -.. berupa......
/ Peraturan Kepala (Nana OPD) Nomor....... Tatrun...... *)

: Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan
secara tertutup/terbuka *) dan dilaksanakan paling lambat 3 (ttga) hari sejak diterimanya
Keputusan ini.
: Selain diiatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dala'n diktum KESATU, kepada
yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tarrrbatran berupa .............. ****).

: Keputusan ini mulai bed,aku pada tanggal diterefkan.
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersanglutan untuk diindahkan dan

rlilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDUA

Ditetapkan di Rantepao
Pada tanggal

BUPATT TORA'A T'TARA/
KEPALA (Nama SKPD) ')

1

2

TEMBUSAN:

Pejabat lain yang dianggap perlu.

) Coretyang tidak pedu
*;) Dicaliumkan untuk keputusan sanksi moral yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang telah menetapkan

Peraturan tentang Kode Etik di lingkungan unit kerjaflya.
***) Tulis salah satu atau lebih jenis sanksi moral.
****) Hanya dicantumkan apabila ada rekomendasi dari Majelis Kode Etik perlunya Barel€i moral tambahan.



FF CONTOH SURAT PERT{YATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERIYYATAAN PERMOHOITAN MAAtr.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini memohon rnagf atas perbuatan saya berupa .......... ... yang
telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Bupati Torqia utara Nomor ...... Tahun ....
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik pNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja utara dan pasal ..... huruf ..... peraturan
Kepala (Nama OPD) tentang Kode Etik pNS di lingkungan

(Nama OPD) 1

, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
tVDemikian permohonan maaf irri saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan

atau paksaan dari pihak manapun.

Rantepao,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

NIP

") Dicantumkan bagi OPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya

\



GG. CONTOH SURAT PERI{YATAAN PEI{YESAI/,N

ST'RAT PERIYYATITAil PEITTESALAIT

Yang betranda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menverel atas perbuatan
saya berupa yang telah melanggar pasal huruf
Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor Tahun tentang pedoman Teknis
Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik pNS di lingkungan pemerintah
Kabupaten Tora.ia utara dan pasal .... huruf ..... peraturan Kepal,a
(Nama OPD) tentang Kode Etik pNS di lingkungan ......... (Npm6 OpD) *).ti\-saya berjanji tidak akan mengu,angi lagi perbuatan tersebut.
Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekananatau paksaan dari pihak manapun.

Rantepao

Yang Membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.OOO,_

t) Dicantumkan bagi OpD yang telah

\,,
menetapkan Kode Etik pNS di lingkungan unit kerjanya



HH. CONTOH SURAT PERI{YATAAI{ SIIGP

SURAT PERISTATAAIT SIXAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan / Unit Kerja

\-,

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan
saya berupa

yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor
'.".. Tahun .... tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik
PNS dan Pasal ...huruf ... peraturan Kepala (Nama opD) tentang
Kode Etik PNS di lingkungan

(Nama

SKPD) *).

saya berl'anji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan
lainnya yang melanggar kode etik PNS. Apabila saya masih melakukan hal tersebut,
saya menyatakan sikap akan bersedia untuk duatuhi salah satu hukuman disiplin pNS
berdasarkan peratu ran perundang- u n dangan yang berlaku.
Demikian pernyat'ran sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau
paksaan dari pihak manapun.

Rantepao,

Yang Membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-
v

*) Dicantumkan bagi OPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit
kerjanya
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COilTIOH FENGUMUMAN SANI(SI IIORAL SECARA TERBI,'KA

KOP BUPAIIT/OPD

Pffiursf,tr
I$m:.....-..... .taoaaa 3aa t, sa ar a a

nen*eao,

BI,PATI TORA'A UrARA/
KEPAIA ... p{ama Oip}

:l Diisi dengan i€ilds sanki ao"el rng terah diiatubhn, nisal :Sunat Peulyama nerrchonan !fiaaf*) Dicanhrmhn begi opD yang terfth mmempkan Kode Etik
Pf,{$l di lirEturrgan unit kerjanya
*l seb*tl.an jerris sanki moral yang terah diiahrtrkan
termaeuk Effrhi eoaal tsmbaharl

?ORE.,IA I.MARA,

gcr'laffirkan Kepuarmn Bupti ?uqia Utarall&psle .....*. (rramaoPDl Nomor : .---------- ---------- ts'gBt ".--.- tountang Fenjatuhan sanrrsilfiffiI Ates Haognran Kode Et*-mfS a.n. $dr. .,.......,... dgn ,,..........+..'*l dffigBn ini diuaua,ean bahm. gdf,. ....,,............. .Iahtan/Unit l6rja"'t"""r""' tcr{rukti elah ,qclak rkfin pclaagsergn kode ,dk b"*p".'.'...-r.-.. karcne breh mere*&Ff Fasar ..., hunrf .... Fef,ahrta,r Ehrpetiftrn{a utafia Noms ..... ?ahurl ..... terrteng Fedomsn Te&nis porabanaan
fuwtan Dieiplin 4an Kode Etik plls oan nasar .... huruf .,.,. peratu m.@rE "'..-...--... (Itama opD) ffit,*g Kode Etik p*s diunskungan .-'.--..-.-.-........., {Np o*i *}, menyatakan yang

kutan telah diFfthi *"ry mmal t"*pa .......,..........e....,........ H)
Demikian p€agumuuan ftd dihst egar AlLfri l&alarak unue..
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